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ABSTRAK 

Anak jalanan merupakan bahasa sosial yang sering dijumpai pada 

lingkungan masyarakat. Kelompok anak punk merupakan salah satu masalah 

sosial anak jalanan yang terjadi di Indonesia. Anak punk yang lebih dikenal dari 

sisi fashion dan musik, serta dalam berpakaian dan rambut yang menjadi ciri khas 

anak punk yang mudah untuk dikenali. Masalah yang paling mendasar anak punk 

yaitu susahnya mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam memberikan hak 

pendidikan, pemerintah juga mempunyai tanggungjawab dalam melindungi hak 

pendidikan untuk anak punk. Sehingga peneliti bertujuan mengetahui kewenangan 

pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas dalam melindungi hak pendidikan 

anak punk dan dilihat dari perspektif hukum positif.  

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (field reaserch), 

kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial dengan metode Kualitatif dan 

pendekatan Deskriptif. Adapun pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan menggunakan 

reduksi, display (Penyajian), dan verifikasi (penarik kesimpulan). 

Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah yang dalam 

kewenangannya pada masalah sosial yang di tugaskan kepada Dinas Sosial 

Kabupaten Banyumas, sudah memberikan penertibkan anak punk dan pemenuhan 

hak pendidikan yang ditugaskan kepada Dinas Pendidikan sudah terpenuhi dengan 

adanya Sekolah Alam, SKB (Sanggar kegiatan belajar), PKBM (Pelatihan 

kegiatan belajar mengajar dan Kejar Paket. Dalam hukum positif hak pendidikan 

wajib diperoleh bagi setiap warga negara, sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku saat ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dan perlindungan pemenuhan hak pendidikan pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Penertiban anak punk yang diatur dalam 

Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak mempunyai hak, yang merupakan hak asasi manusia bagi 

seluruh anak Indonesia, yang keberadaannya dilindungi dan dipertahankan 

dengan penuh kasih sayang kedua orang tuanya, keluarga yang ada di 

lingkungannya, warga lingkungan sekitarnya, pemerintah dan negara. 

Kesejahteraan anak adalah bagian berdasarkan sistem kehidupan pada global 

dan kehidupan anak mengklaim pertumbuhan dan perkembangnya 

menggunakan normal. Kesejajaran anak, keadilan, perlindungan hukum  

anak, permasalah ini juga harus melibatkan kepedulian yang diberikan pada 

anak, baik secara mental, fisik maupun di lingkungannya.1 

Anak  memiliki kehidupannya sendiri, kehadiran mereka menjadi  

anak kecil menunjukkan bahwa mereka memiliki dunia sendiri dalam bentuk 

kecenderungan, kegembiraan, dan keinginan untuk melakukan sesuatu. 

Pemikiran anak belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik dan belum 

cukup untuk memikirkan masalah yang akan di hadapinya di masa yang akan 

datang. Peran pendidikan bagi anak sangat diperlukan dan perlu di 

perhatikan, pendidikan membutuhkan perhatian terhadap peran serta semua 

pihak. Pendidikan memiliki kebutuhan yang sangat penting untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia untuk negara dan pembangunan. 

Pendidikan terus menghadapi tantangan karena kemajuan pada teknologi 

                                                             
1 Besse Ernianti, “Implementasi Kebijakan Pembina Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota 

Makasar’’, Skripsi (Makasar : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), hlm. 1. 
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yang telah membawa perubahan dan pertumbuhan yang lebik kompleks. 

Harapan atas hasil yang diperoleh dari proses pendidikan. Pendidikan 

membutuhkan perhatian terhadap peran serta semua pihak, pendidikan 

memungkinkan kita untuk mendidik siswa dan membentuk mereka agar lebih 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha. 2  

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, menyatakan dalam 

Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak akan mendapatkan 

pendidikan”. Setelah pemerintah menyadari pentingnya pendidikan, Undang-

Undang juga mengalokasikan dana untuk pendidikan, pemerintah juga 

memiliki kebijakan untuk meningkatkan kesempatan bagi warga negara 

memperoleh pendidikan dasar3. Sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu dan pada pasal 6 ayat (1) di sebutkan 

bahwa “ setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, dari kata “setiap warga negara” 

mengartikan bahwa anak sebagai warga negara yang berhak memperoleh 

pendidikan.4  

                                                             
2 Ilham Arif Almubarok, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu 

berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020), hlm. 

1. 
3 Mustika Mega Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Bawah Umur 

untuk Mendapatkan Pendidikan, Vol. 1, No 2, Juli-Desember 2015, hlm. 264. 
4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Peraturan Daerah Kota Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Masyarakat menunjukan kecendrungan yang 

berpotensi menganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu 

adanya komprehensif, terpadu dan berkesinabungan dan bahwa untuk 

memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak jalanan yang perlu di 

atur di Kabupaten Banyumas. Serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Anak bahwa pendidikan merupakan penyelenggaraan perlindungan anak 

dalam pemenuhan haknya dan diselenggarakan guna mencerdaskan 

kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan meningkatkan kesejahteraan 

umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Idealnya, seorang anak memperoleh pendidikan yang resmi sejak dari 

usia dini hingga perguruan tinggi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan masalah yang sangat penting, sehingga diberikan norma dalam 

penyelenggaraan pendidikan formal bagi anak di tanah air, minimal setingkat 

dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).5 Pendidikan  juga dilakukan oleh 

orang tua yang merupakan tugas mereka, akan tetapi tidak semua anak 

mendapatkan kesempatan untuk diasuh oleh orang tuanya. Fenomena anak 

jalanan menjadi masalah sosial yang berdampak pada pemerintah baik pada 

tingkat pusat maupun daerah.  

                                                             
5 Abdul Kallang, “Hubungan Pendidikan dan Hukum Dalam Mensejahterakan 

Manusia”,Jurnal Ekspose, Vol. 16, No. 2, Juli- Desember 2017, hlm. 402. 
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Istilah anak jalanan merupakan istilah sosial yang umum di 

masyarakat. Sebagian besar dari anak-anak hidup di jalanan, trotoar dan siap 

mencari uang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Anak yang berusia lima 

sampai delapan belas tahun serta menghabiskan waktu untuk mecari uang dan 

memilih untuk hidup atau main di jalan serta tempat umum merupakan 

pengertian dari Anak Jalanan pada Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 

Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, pasal 1 ayat 

(13).6 Kelompok punk merupakan salah satu masalah sosial anak jalanan 

yang terjadi di Indonesia dan permasalahan ini cenderung terjadi pada kota-

kota besar dan yang masuk dalam kategori anak jalanan yaitu anak punk.7 

Memang benar bahwa anak punk, dengan hanya penampilan, gaya 

rambut serta musik, anak-anak punk sudah bisa untuk dikenali, akan tetapi hal 

ini adalah cara hidup yang bertentangan dengan budaya dominan atau arus 

utaama.8 Fenomena umum yang ada didalam fikiran oleh penduduk setempat 

bahwa anak-anak punk merupakan kelompok yang memakai pakaian lusuh, 

dengan menggunakan atribut seperti ikat pinggang, jaket kulit, kaos oblong 

hidup, sepatu boots dan rambut mohak yang dicat warna terang, dan sering 

mempunyai kesan seperti orang yang ingin nakal atau bertengkar. Anak punk 

dapat dipahami dari kesenian musik, yang merupakan ideologi yang 

mencangkup aspek sosial. Musik adalah salah satu ekspresi yang 

                                                             
6 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit 

Masyarakat. 
7 Rianti Shidiawaty, “Gaya Hidup Anak Punk Di Kota Muara Enim”, Skripsi (Palembang: 

Universitas Sriwijaya, 2016), hlm. 12. 
8 Muhammad Helmy, “Persepsi Masyarakat Berkonang Terhadap Keberadaan Komunitas 

Punk (Studi Kasus di Dusun Sentul, Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban)”, Skripsi 

(Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2012), hlm.17. 
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mengungkapkan seseorang yang benar-benar hidup ketika memainkannya, 

sehingga wajar jika tidak hanya dan kesenian musiknya, tetapi pada gaya 

yang memiliki unsur kekerasan. Beberapa lagu memiliki beberapa simbol, 

yang menunjukan kekuatan dan pilihan ideologis seseorang penyayi atau 

kelompok penyanyi.9 Dengan unsur anak jalanan karena peraturan daerah dan 

mengenai status anak pnk bahwa untuk kebutuhan fisik anak punk tidak 

masuk akal, karena tidak ada jaminan untuk kebutuhan anak punk, mereka 

membutuhkan pakaian dan makanan dengan menyediakan kebutuhan mereja 

sendiri, seperti makan, mereka harus berada dijalanan untuk mengamen dan 

seringkali mereka meminta belas kasih kepada orang, dan terkadang mereka 

mendapatkan pukulan atau kata-kata kasar dari lingkungan masyarakat. 

Masalah yang sering muncul pada anak punk adalah keinginan mereka 

untuk hidup bebas dari lingkungan yang  mereka rasakan mengambil alih 

hidup mereka, banyak anak punk di Kabupaten Banyumas dan karena 

kehidupan sosial mereka bebas, banyak anak punk di Banyumas yang 

ditangkap atau ditahan karena narkoba, meminum minuman keras, pergaulan 

seks bebas, perkelahian antar individu maupun kelompok punk dan persoalan 

yang sering dihadapi anak punk merupakan kemampuan untuk mendapatkan 

kesempatan dibidang pendidikan yang relevannya sangat rendah. Ini untuk 

beberapa alasan: 1) Dana tidak mencukupi;kebanyakan anak punk berasal 

dari keluarga kelas ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya 

membesarkan keluarga dapat diabaikan; 2) Penawaran Waktu Terbatas; 

                                                             
9 Siti Sugiyati, “Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama 

dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Kota Tangerang)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah,  2014), hlm. 9. 
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beberapa anak lebih memilih mencari nafkah dengan mengemis, mencopet 

dan mencuri, atau mencari nafkah yang tidak sesuai dengan usianya; 3) 

Motivasi belajar yang lemah, lingkungan teman didominasi oleh anak-anak 

yang tidak bersekolah (putus sekolah), yang menjadi penyebab munculnya 

pendapat di kalangan anak punk bahwa mereka tidak dapat menerima 

pendidikan administrasi; 4) Sikap apatis terhadap pendidikan, kemampuan 

memperoleh uang dalam waktu singkat membuat mereka pasif terhadap 

pendidikan. Karena mereka tidak harus mengembara di jalan untuk mencari 

nafkah, dan ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan karir punk, 

mereka membutuhkan modal akademis; 5) Fungsi kontrol tidak dilakukan 

oleh keluarga, masyarakat atau pemerintah. Kondisi ini terjadi karena masing-

masing sibuk dengan aktivitasnya.10 

Masalah anak punk menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah tidak 

berbanding lurus dengan peningkatan masalah anak, ternyata peningkatan 

kemiskinan juga menjadi faktor yang mempengaruhi sekolah anak jalanan. 

Penanganan anak jalanan memiliki beberapa tujuan, antara lain mencegah dan 

mengantisipasi tumbuhnya komunitas anak jalanan dari eksploitasi oleh 

sebagian orang, mendidik dan membudayakan anak jalanan pada saat 

masyarakat pada umumnya hidup mandiri secara ekonomi dan sosial, terdidik 

sepenuhnya, serta meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat lokal. 

Kewenangan pemerintah dalam mengatasi penanganan anak jalanan, 

                                                             
10 Syagaf Abdul Basit, Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banyumas dalam Perlindungan Anak Jalanan, Skripsi (Purwokerto: Universitas 

Nahdatul Ulama, 2021), hlm.3. 
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pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2015.  

Data Dinas Pendidikan Banyumas 2018 tercatat ada 583 anak yang 

putus sekolah dengan klarifikasi anak putus sekolah berdasarkan usia 7 tahun 

sampai 13 tahun terdapat 77 anak, usia 13-16 tahun ada 134 anak, usia lebih 

dari 16 tahun sebanyak 269 anak11 dan pada Data Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Banyumas di tahun 2016 

berjumlah 97 anak jalanan12. Sehingga pemerintah daerah memerlukan 

kewenangan yaang menjalankan amanat Undang-Undang, dimana anak 

jalanan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 

16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang 

nyatanya di Kabupaten Banyumas masih terlihat anak punk yang berjalan dan 

berkeliaran di jalan pada jam yang seharusnya mereka sekolah. Anak punk 

yang berada di jalanan biasanya hanya untuk mengamen, dan duduk di 

jalanan. Tentunya dengan cara ini mereka enggan bersekolah, memiliki faktor 

keuangan dan masalah dengan keluarga, mereka tidak merasakan sekolah dan 

mendapatkan hak pendidikan, dan hal ini juga yang menjadikan mereka 

memilih untuk pergi dari rumah dan putus sekolah.  

Sebagai bangsa dan rakyat yang berwawasan masa depan, pemerintah 

Indonesia memaknai konvensi hak anak dengan memperbanyak jumlah 

instrumen hak asasi manusia, daripada melihat kewenangan pemerintah 

                                                             
11 Anonim, data anak putus sekolah Kabupaten Banyumas diakses melalui  

https://radarbanyumas.co.id pada 20 April 2022. 
12  Anonim, data  PMKS Kabupaten Banyumas diakses melalui https://jateng.bps.go.id 

pada 20 April 2022. 

https://radarbanyumas.co.id/
https://jateng.bps.go.id/
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dalam menjaga, melindungi dan menjamin hak-hak anak yang benar dan 

memadai. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

latar belakang masalah tersebut, yaitu “Kewenangan Pemerintah Daerah 

Dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk di Banyumas Perspektif 

Hukum Positif’’. 

B. Definisi Operasional 

Untuk tercapainya pemahaman dan menjauhi adanya keliruan bersama 

dengan arti yang di pakai di dalam penelitian yang berjudul “Kewenangan 

Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk di 

Banyumas Perspektif Hukum Positif”,oleh karena itu, penulis berpendapat 

perlu mengkaji lebih lanjut judul dan garis besar teks judul, yang peneliti 

anggap penting dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pemerintah Daerah  

Pemerintah Daerah adalah pimpinan yang disebut dengan Bupati 

dan merupakan badan organisasi pemerintah daerah yang memimpin 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom.13 Pemerintah daerah juga berperan penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan dasar, yaitu terselenggaranya pendidikan 

dasar secara utuh serta pemerintah menjamin dalam perlindungan dan 

pengasuhan anak, dengan tetap memperhatikan hak-hak yang diberikan 

                                                             
13Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 
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oleh orang tua atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas 

anak.14 

2. Hak Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu hal yang harus di raih oleh seluruh warga 

negara, seperti ilmu dasar yang mengembangkan norma, agama, sikap dan 

akhlak. Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, juga merupakan 

hak anak dan sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia, karena 

mempunyai peran penting dalam pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak dari ekspoitasi kerja dan tindakan seksual.15 Hak atas 

pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 

31 Ayat 1 sampai 5 bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan”16, yang selanjutnya dalam kabupaten Banyumas di tegaskan 

atas perlindungan pemenuhan hak pendidikan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak.17 

3. Anak Punk 

Anak punk adalah kelompok remaja yang perilakunya 

menyimpang yang tidak sesuai dengan perilaku umum remaja dan 

menentang kehidupan masyarakat dalam keseimbangan untuk bertindak di 

                                                             
14 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan 

Memenuhi Hak-hak Anak”, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 254. 
15 Sheilla Chairunnisyah S, “Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan 

Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, Jurnal De Lega 

Lata, Vol.2, No. 1, Januari- Juni 2017, hlm. 159. 
16 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
17 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
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luar batas dan tidak teratur menurut kehendaknya.18 Anak punk memiliki 

ciri–ciri yang mudah dikenali seperti pakaian yang lusuh serta atribut 

aksesoris seperti kalung rantai, bertindik, sepatu boots, gaya rambut yang 

gimbal ataupun berwarna terang dan jaket yang penuh dengan embel yang 

melekat pada tubuhnya,19 tetapi tidak ada aspek yang kurang berharga. 

Dari hal yang kurang layak dari segi penampilan anak punk mempunyai 

karakter solidaritas yang sangat tinggi, tingkat kebersamaan antar 

kelompok dan perorangan dari mereka yang sangat besar. 

4. Hukum Positif  

Di dalam suatau negara peraturan-peraturan atau hukum yang 

berlaku saat ini  yaitu mengatur tentang pemenuhan hak atas pendidikan 

dalam negara Indonesia, yang mengatur tentang pemenuhan hak 

pendidikan serta perlindungan terhadap hak anak punk.20 Hal ini penulis 

fokuskan pada Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

                                                             
18 Muhammad Helmy, “Persepsi Masyarakat Berkonang Terhadap Keberadaan 

Komunitas Punk (Studi Kasus di Dusun Sentul, Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban)”, 

hlm.17. 
19 Siti Sugiyati, “Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama 

dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Kota Tangerang)”, hlm. 9. 
20 Nasirwan, “Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2018),  

hlm. 11. 
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Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa peneliti 

memfokuskan pembahasan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam 

melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas perspektif 

hukum positif. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang kasus penelitian diatas, maka peneliti 

menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak 

pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas? 

2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kewenangan pemerintah 

daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten 

Banyumas? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi 

hak pendidikan bagi anak punk di Kabupaten Banyumas.  

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap kewenangan 

pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan bagi anak punk 

di Kabupaten Banyumas. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah keilmuan hukum positif pada hak pendidikan untuk anak 
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punk dan memperbanyak bahan pustaka pada perpustakaan UIN Prof. 

KH. Saifuddin Zuhri yang berupa hasil penelitian dalam bidang hukum. 

b. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi 

untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian pada 

tinjauan dari hukum positif terhadap hak pendidikan bagi anak punk di 

Kabupaten Banyumas. 

E. Kajian Pustaka  

Peneliti menggunakan kajian pustaka untuk meneliti karya 

sebelumnya, serta menyajikan penelitian yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang di teliti. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat menemukan 

data yang di pelajari pada saat penulisan skripsi ini. Dalam penelitian tentang 

kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk 

di Kabupaten Banyumas perspektif hukum positif. 

Jurnal yang di tulis oleh Andi Muhammad Sofyan dan Andi 

Tenripadang tahun 2017 dengan judul “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak 

Anak Jalanan Bidang Pendidikan” membahas tentang perlindungan hukum 

dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak jalanan, perlindungan 

hukum bagi anak dan rakyat. Menurut pendapat Hadjon bagi perlindungan 

hukum terhadap rakyat yaitu memiliki dua pembagian (perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif). Ketentuan hak asasi manusia 

telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu memberikan ruang terhadap anak 

supaya diberikan pendidikan,  perlindungan, dan fasilitas lainnya. Pandangan 

peneliti terhadap analisis Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Hak Asasi 

Manusia tidak bisa selalu menjadi peraturan untuk melindungi hak atas anak 

untuk mendapatkan pendidikan.21 Sehingga harus ada ketersediaan 

peratururan daerah (PERDA) yang selaras dalam ketentuan hukum dan 

keadaan masyarakat. 

Jurnal oleh Winsherly Tan yang berjudul Pemenuhan Hak Pendidikan 

Anak Jalanan Di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable 

Development Goals di tulis oleh tahun 202022, membahas ada lima faktor 

untuk menegakan hukum, Soejono Soekanto menjelaskan masing-masing ada 

lima faktor yang menjelaskan kendala atau hambatan terwujudnya hak atas 

anak jalanan harus mendapatkan pendidikan. Jurnal ini ditulis untuk ditelaah 

lebih  lanjut berdasarkan Soejono Soekanto, ada lima sebab efektifitas dalam 

satu Undang-Undang, dan ada pendataan dalam pendidikan di kota Batam. 

Selain itu memuat kesadaran akan hak pendidikan anak jalanan di kota Batam, 

tidak hanya peran pemerintah tetapi juga peran orang tua, masyarakat  untuk 

melindungi hak-hak anak jalanan. 

Skripsi karya Laili Mufida tahun 2018 dengan judul “Kewenangan 

Dinas Sosial Dalam Pemunuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan 

Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Fiqih 

                                                             
21 Andi Muhammad S dan Andi Tenripadang, “Ketentuan Hukum Perlindungan Hak 

Anak Jalanan Bidang Pendidikan”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, Desember 

2017. 
22 Winsherly Tan, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan 

Dalam Mewujudkan Sustainable Deverloment Goals”, Vol.29, No. 1, Januari 2020. 
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Siyasah Dusturiyah”23, yang mengkaji tentang tinjauan umum terhadap 

pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan  Fiqih Siyasah Dusturiyah 

kemudian, Fiqih Siyasah Dusturiyah dan pandangan islam terkait konsep 

negara serta pemenuhan-pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan. 

Peneliti lebih fokus terhadap pemenuhan hak anak jalanan dalam pendidikan 

dengan konteks Fiqih Siyasah Dusturiyah dan Islam, dan ditinjau dari 

peraturan Dinas Sosial Surabaya terhadap kewenangannya. 

Skripsi tahun 2017 yang di tulis oleh Nurul Amaliah dengan judul 

“Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-

undangan (Studi Kausus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di 

Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 

2015-2016)”, lebih menjelaskan terkait anak yang dibawah umur lebih cepat 

dinikahkan oleh kedua orangtuanya yang menjadi dampak putusnya 

pendidikan, ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dan hak anak dalam 

pendidikan serta pelaksanaan hak dan kewajiban pendidikan yang diberikan 

kepada anak yang masih berada dibawah umur di kelurahan Pekkabata 

kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.24 

 

 

 

                                                             
23 Laili Mufida, “Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pemunuhan Hak Pendidikan Untuk 

Anak Jalanan Perpektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Fiqih Siyasah 

Dusturiyah”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). 
24 Nurul Amaliah, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-

undangan (Studi Kausus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata 

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)”, Skripsi (Makasar: UIN Alauddin, 

2017). 
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Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

Andi 

Muhammad 

Sofyan dan 

Andi Tenri 

Ketentuan 

hukum 

perlindungan hak 

anak jalanan 

bidang 

pendidikan 

Jurnal karya 

Andi Muhammad 

Sofyan dan Andi 

Tenri memiliki  

skripsi yang 

ditulis oleh 

penulis 

menunjukan 

kesamaan yaitu 

hak atas 

pendidikan anak 

jalanan 

Perbedaan jurnal 

Jurnal Andi 

Muhammad 

Sofyan dan Andi 

Tenri dengan 

skripsi yang akan 

ditulis yaitu 

jurnal-jurnal 

sebelumnya 

membahas tentang 

perlindungan dan 

hak pendidikan 

anak jalanan, 

sedangkan risalah 

yang  akan ditulis 

mencari 

pandangan dari 

hukum positif 

dalam melindungi 

hak pendidikan 

punk. 

Winsherly Tan Pemenuhan hak 

pendidikan anak 

jalanan di kota 

batam: tantangan 

dalam 

mewujudkan 

sustainable 

development 

goals 

Jurnal karya 

Winsherly Tan 

dengan skripsi 

yang ditulis oleh 

penulis 

mempunyai 

persamaan yaitu 

tentang anak 

jalanan dalam 

mendapatkan hak 

pendidikan 

Skripsi yang akan 

di tulis bersama 

dengan jurnal 

Winsherly Tan 

membawa 

perbedaan yang 

benar-benar 

signifikan, yaitu 

jurnal sebelumnya 

meneliti perihal 

perspektif PERDA 

kota Surabaya 

Nomor 6 Tahun 

2011 dan Fiqih 

Siyasah 

Dusturiyah pada 

pendidikan anak 

jalanan dan 

pemenuhan hak-

haknya namun 

skripsi yang akan 

ditulis yaitu 

perspektif hukum 
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positif pada 

kewenangan 

pemerintah daerah 

dalam melindungi 

hak pendidikan 

bagi anak punk  

Laili Mufida 

 

Kewenangan 

Dinas Sosial 

dalam 

Pemenuhan Hak 

pendidikan untuk 

anak jalanan 

perspektif 

peraturan daerah 

kota Surabaya 

nomor 6 tahun 

2011 dan fiqih 

siyasah 

dusturiyah 

Skripsi yang 

ditulis oleh 

penulis 

mempunyai 

persamaan 

dengan skripsi 

Laili Mufida  

yaitu 

perlindungan dan 

pendidikan 

terhadap hak 

anak jalanan 

Skripsi yang akan 

di tulis dengan 

skripsi 

sebelumnya 

mempunyai 

perbedaan yang 

sangat signifikan, 

yaitu skripsi 

sebelumnya 

meneliti tentang 

pemenuhan hak 

pendidikan anak 

jalanan perspektif 

perda kota 

Surabaya nomor 6 

tahun 2011 dan 

fiqih siyasah 

dusturiyah 

sedangkan skripsi 

yang akan ditulis 

tentang 

kewenangan 

pemerintah daerah 

dalam melindungi 

hak pendidikan 

bagi anak punk 

perspektif hukum 

positif 

Nurul Amaliah Perlindungan 

Hak Pendidikan 

Anak Menurut 

Hukum Dan 

Perundang-

undangan (Studi 

Kausus 

Perkawinan 

Anak Perempuan 

Dibawah Umur 

Di Kelurahan 

Pekkabata 

Skripsi yang 

ditulis oleh 

penulis 

mempunyai 

persamaan 

dengan skripsi 

Nurul Amaliah 

yaitu tentang 

perlindungan hak 

pendidikan untuk  

anak  

Skripsi yang akan 

di tulis dengan 

skripsi 

sebelumnya 

mempunyai 

perbedaan yang 

sangat signifikan, 

yaitu skripsi 

sebelumnya 

meneliti tentang 

Perlindungan dan 

pendidikan 
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Kecamatan 

Duampanua 

Kabupaten 

Pinrang Tahun 

2015-2016) 

terhadap hak anak 

menurut hukum 

dan Perundang-

undangan (Studi 

kasus perkawinan 

dibawah umur 

anak perempuan 

di kelurahan 

Pekkabata 

kecamatan 

Duampanua 

kabupaten Pinrang 

Tahun 2015-2016) 

sedangkan skripsi 

yang akan ditulis 

tentang 

kewenangan 

pemerintah daerah 

dalam melindungi 

anak punk untuk 

hak pendidikan 

perspektif hukum 

positif 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan penjelasan terkait dengan pembahasan yang jelas 

dalam penelitian skripsi ini, sehingga penulis memisahkan pembahasan 

menjadi sub-sub dengan uraian sebagai berikut :  

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar yang 

menjadi gambaran umum, yang dimulai dari latar belakang masalah, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian Teori. tentang Pemerintah Daerah Banyumas, Anak 

Punk, Hak Pendidikan Menurut Undang-Undang dan Hukum Positif. Bab ini 

berisi landasan teori yang mempunyai kaitan dengan isi yang dibahas dalam 
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bab selanjutnya. Pada sub pembahasan dalam bab ini yaitu pengertian 

pemerintah daerah,tugas dan wewenang pemerintah daerah Banyumas, anak 

punk, ciri-ciri anak punk, faktor-faktor yang menjadi penyebab anak punk, 

hak-hak anak punk dan hukum positif. 

BAB III Metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, 

sumber data, metode pengumpulan data, teknik sempling dan metode analisis 

data. 

BAB IV Hasil penelitian. Tentang Kewenangan pemerintah daerah 

dalam melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas, dan 

Pandangan hukum positif terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam 

melindungi hak pendidikan anak punk di Kabupaten Banyumas. Bab yang 

jadi isi utama berkenaan dengan tinjauan hukum positif perihal kewenangan 

pemerintaha daerah dalam melindungi hak pendidikan pada anak punk yang 

sesuai atau belum pelaksanaannya. 

BAB V Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan jadi 

jawaban hasil penelitian dan juga jawaban dari rumusan masalah. Saran 

memuat kritikan dari hasil penelitian. 
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BAB II 

PEMERINTAH DAERAH BANYUMAS, ANAK PUNK, HAK 

PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM POSITIF 

 

A. Pemerintah Daerah 

1. Pengertian Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan 

pemerintah daerah, yang mewakili rakyat daerah. Sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa 

asas otonomi dan prinsip negara kesatuan Indonesia. Pemerintah daerah, 

sebaliknya adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah, yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintah 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat 

administrasi negara dalam lingkungan pemerintah daerah lainnya, dengan 

kepala daerah yang didukung oleh wakil kepala daerah. Pemimpin daerah 

merupakan eksekutif pada lingkungan pemerintah daerah. Dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 59 (1) 

dan (2) menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala 

daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana di maksud 

pada ayat (1) untuk daerah provinsi di sebut dengan Gubernur, untuk 
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daerah kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah kota di sebut Wali 

Kota.25 

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Banyumas 

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 

9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas, pada pasal 2 dijelaskannya 

bahwa “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan”. Dan pada pasal 3 

ayat (1) di jelaskan bahwa “Urusan pemerintahan wajib sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 meliputi: 

a. Pendidikan 

b. Kesehatan 

c. Lingkungan hidup 

d. Pekerjaan umum 

e. Penataan ruang 

f. Perencanaan pembangunan 

g. Perumahan 

h. Kepemudaan dan olahraga 

i. Penanaman modal 

j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah 

k. Kependudukan dan catatan sipil 

l. Ketenagakerjaan 

                                                             
25 Kurnia Itsna Afifa, “Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam 

Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqasid Syari’ah”, Skripsi 

(Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 15-16. 
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m. Ketahanan pangan 

n. Pemberdayaan perempuan dan dukungan anak 

o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 

p. Perhubungan 

q. Komunikasi dan informatika 

r. Pertahanan 

s. Kesatuan bangsa dan politi didalam negeri 

t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian 

u. Pemberdayaan penduduk dan desa, dan lainnya. 

Dan pada ayat (2) bahwa rincian urusan pemerintah wajib 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.26 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 

65 (1)  menjelaskan tentang kewajiban dan wewenang direksi daerah, 

yaitu: 

a. Kepala Daerah memiliki tugas: 

1) Memerintah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh DPRD.  

2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

                                                             
26 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas. 
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3) Penyusunan dan penyampaian rencana peraturan daerah untuk 

RPJPD dan rencana peraturan daerah untuk RPJMD. 

Disampaiakan kepada DPRD untuk dibahas dengan DPRD, dan 

untuk pembuatan dan penetapan RKPD. 

4) Menyusun dan menyampaikan rencana peraturan daerah perubahan  

APBD, dan rencana peraturan daerah pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD di DPRD untuk dibahas bersama. 

5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6) Usulan pengangkatan wakil kepala daerah. 

7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pengurus daerah mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yaitu: 

1) Mengusulkan rencana Peraturan daerah. 

2) Pembentukan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh 

Menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah. 

3) Mengambil tindakan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dan atau masyarakat dalam situasi yang mendesak. 

4) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan keputusan aturan 

perundang-undangan. 
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c. Sedangkan untuk wakil kepala daerah mempunyai tugas yang 

dimaksud pada Pasal 66, yaitu: 

a. Membantu kepala daerah dalam: 

1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

2) Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan 

menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan 

aparat pengawasan. 

3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi 

wakil gubernur. 

4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten /kota, 

kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati atau wali kota. 

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

pelaksanaan pemerintahan daerah. 

c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala 

daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. 

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.27 

Pemerintah Republik Indonesia sudah mempunyai kewajiban dan 

tanggungjawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi bagi setiap anak 

                                                             
27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 
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tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya 

dan bahasa, serta status hukum anak. Negara dan pemerintah mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemberian dukungan sarana dan 

prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan dalam 

kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan negara tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 

pasal 21 dan pasal 22.28 Tindakan perlindungan terhadap anak yang 

dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu 

untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum. 

Hak atas pendidikan merupakan hak dasar manusia, yang wajib untuk 

dipenuhi oleh negara dan pemerintah yang harus berupaya untuk dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan atas hak 

pendidikan. Dalam berbagai kewenangan khususnya dalam bidang pendidikan 

merupakan salah satu diantara 26 urusan wajib bagi pemerintah daerah. 

Menurut pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  jo. pasal 7 

PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib adalah 

pelayanan dasar yang berkaitan dengan pendidikan, merupakan pelayanan 

yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.29 Dan pada Kabupaten 

Banyumas,  pemerintah daerah juga mempunyai peran tanggung jawab dalam 

perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak  atau urusan terkait dengan 

pendidikan karena  pendidikan masuk dalam urusan wajib yang di atur dalam 

                                                             
28 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan 

Memenuhi Hak-Hak Anak”, hlm. 254. 
29 Johan Jasin, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas 

Hak Anak Memperoleh Pendidikan”, Vol. 6, No.3, September 2009, hlm. 252. 
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Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas, pada pasal 

2 dijelaskannya bahwa “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan” .  

Di dalam pasal 3 ayat (1) di jelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan 

pemerintah daerah di bidang pendidikan secara teknis diawali oleh 

penyusunan program yang dijalankan oleh aparat dalam lingkungan Dinas 

Pendidikan yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan 

didanai melalui APBD maupun APBN sehingga diharapkan bagi seluruh anak 

usia sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah agar dapat menikmati 

haknya yang sudah dijamin oleh konstitusi dengan tanpa adanya perbedaan 

perlakuan. Pelaksanaan kewenangan harus dipertanggung jawabkan kepada 

publik, disampaikan kepada lembaga perwakilan daerah dan instusi yang 

kompeten. Apabila dalam pelaksanaan kewenangan terjadi penyimpangan 

yang merugikan warga negara maka pemerintah daerah harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya.30 Pemerintah mempersiapkan 

penyusunan, melaksanakan dan menegakkan regulasi serta kebijakan yang 

bisa menjawab kompleksitas tantangan yang ada atau yang nantinya bisa 

timbul. 

Negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk dalam 

adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang di dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada beberapa 

                                                             
30 Johan Jasin, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas 

Hak Anak Memperoleh Pendidikan”, hlm. 249-251. 
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keputusan peraturan perundang-undangan baik berupa nasional maupun 

internasional. Jaminan ini dikuatkan melewati ratifikasi konvensi internasional 

mengenai hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-

Hak Anak.  

Sebagai penerapan dari ratifikas konvensi hak anak, pemerintah 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, yang secara subtantif sudah mengatur beberapah hal yang berkaitan 

dengan persoalan-persoalan anak. Dalam pelaksanaanya Undang-Undang 

tersebut sudah sejalan dengan amanat yang ada di Undang-Undang Dasar 

Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Dampak bahwa kewenangan 

pemerintah daerah juga harus lebih aktif untuk melindungi dan memenuhi 

perlindungan anak. Perlindungan anak menurut pasal 1 angka (2) adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabatnya.31 

B. Anak Punk 

1. Pengertian Anak Punk 

Punk secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu “public 

united not kindom”, kemudian disingkat menjadi PUNK, atau di dalam 

bahasa Indonesia berarti sebuah kesatuan atau komunitas di luar kerajaan 

atau pemerintah. Punk muncul pertama kali di Inggris pada tahun 60-an, 

                                                             
31 Laurensius Arliman, “Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak 

Yang Berkelanjutan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, Oktober, 2016, hlm. 6. 
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pada waktu itu punk hanya sebatas pemberontakan di bidang musik, 

meskipun akhirnya justru merambah sampai menjadi subkultur.32 

Punk merupakan suatu wujud komunitas sosial yang dimana 

komunitas atau kelompok sosial ini merupakan kumpulan berasal dari 

individu yang saling memiliki dan saling berinteraksi sehingga 

menyebabkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. 

Sebelumnya, komunitas punk selalu dikacaukan oleh golongan Skinhead. 

Punk dapat diartikan dengan suatu ideologi tentang pemberontakan dan 

anti kemapanan, dengan berbagai macam karakter dari tiap anggota 

sehingga sebuah kelompok untuk mendapatkan keamanan identitas diri 

dan ciri dari komunitas punk tersebut. Menurut Counter Culture yaitu 

punk yang sesungguhnya adalah sebuah pergerakan revolusioner anti 

penindasan dan sebuah gerakan libertarian (kemerdekaan) dari kelompok 

orang-orang yang tidak puas terhadap kondisi yang terjadi saat ini.33 

Sejak tahun 1980-an, saat punk merajalela di Amerika, golongan 

punk dan skinhead seolah-olah menyatu, karena mempunyai semangat 

yang sama. Punk membutuhkan waktu selama 40 tahun agar dapat di kenal 

oleh dunia, bermula dari suatu generasi di Amerika dan Inggris yang 

memiliki persamaan terhadap jenis aliran musik, sifat perlawanan, 

perasaan tidak puas hati, marah, dan benci pada suatu yang tidak pada 

                                                             
32 Daniar Wikan Setyanto, “Makna dan Ideologi Punk”, Jurnal Desain Komunikasi Visual 

dan Multimedia, Vol. 01, No.02, Tahun 2015. 
33 Anna Rizky Annisa, dkk, “Fenomena Remaja Punk Ditinjau Dari Konsep Person In 

Environment (Studi Deskriptif Di Komunitas Heaven Holic Kota Bandung)”, Vol. 3, No.1 Tahun 

2016, diakses melalui https://jurnal.unpad.ac.id pada 26 April 2022, hlm. 20. 

https://jurnal.unpad.ac.id/
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tempatnya (sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama) terutama 

terhadap tindakan yang menindas. 

Punk malsuk Indonesial paldal alkhir delalpaln puluhaln, tetalpi 

perkembalngaln besalr terjaldi paldal alwall pertengalhaln talhun sembilaln 

puluhaln. Paldal alwallnyal punk di Indonesial, budalyal ini tidalk melebihi 

mode daln musik. Paldal walktu itu punk menalmpalkaln sebualh subkultur 

yalng dinalmis daln eksperimentall dengaln pesaln-pesaln pemberontalkaln 

visuall talpi tidalk bisal dialnggalp sebualh budalyal perlalwalnaln yalng bersaltu 

daln bekerjalsalmal supalyal tujualn tercalpali.34 

Terdalpalt beberalpal pengertialn mengenali punk salalt ini yalng 

ditinjalu dalri berbalgali sudut palndalng, alntalral lalin :  

a. Punk sebalgali subkultur 

Dallalm bukunyal The Origins alnd Thoughts of Punk Subculture, 

Dick Hebdigi dalri Briminghalm School of British Culturall menalnggalpi 

kehaldiraln komunitals kulit hitalm Inggris, terlepals dalri sejalralh sosiall 

altalu ekonomi. Menggalmbalrkaln punk sebalgali subkultur pemudal kelals 

pekerjal. Kehidupaln Inggris, identitals rals, politik daln budalyal, sertal 

altribut daln alksesori yalng dikenalkaln Punk Boy digunalkaln sebalga li 

simbol identitals.  

b. Punk sebalgali budalyal talndingaln 

Subkultur aldallalh balgialn dalri budalyal dominaln yalng dialnut 

oleh alnggotal populalsi tertentu yalng mendukung budalyal dominaln altalu 

                                                             
34 Anna Rizky Annisa, dkk, “Fenomena Remaja Punk Ditinjau Dari Konsep Person In 

Environment (Studi Deskriptif Di Komunitas Heaven Holic Kota Bandung)”, hlm. 20-21. 
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malinstrealm. Subkultur dalpalt kompaltibel dengaln budalyal dominaln, 

altalu dalpalt menjaldi budalyal talndingaln yalng bertentalngaln dengaln nilali-

nilali budalyal dominaln. Balhkaln jikal merekal tidalk konsisten, budalya l 

talndingaln belum tentu buruk. 

c. Punk sebalgali galyal hidup 

Aludifa lx dallalm Allfalhri Alddin mengkaltegorikaln kelompok 

punk sebalgali sallalh saltu galyal hidup allternaltif, punk bertujualn untuk 

membedalkaln diri, menunjukaln yalng berlalndalskaln perlalwalnaln 

terhaldalp budalyal malinstrealm.35 

Alnalk Punk dalpalt dikaltalkaln sebalgali alnalk jallalnaln, kalrenal mereka l 

alnalk-alnalk yalng tersisih, malrginall, daln terallienalsi dalri perlalkualn kalsih 

salyalng kalrenal dallalm usial yalng relaltif dini sudalh halrus berhaldalpaln 

dengaln lingkungaln kotal yalng kerals, daln balhkaln salngalt tidalk bersalhalbalt. 

Alnalk jallalnaln merupalkaln alnalk yalng secalral sosiall kuralng altalu balhkaln 

tidalk dalpalt diterimal malsyalralkalt umum, sekedalr untuk menghilalngkaln 

ralsal lalpalr daln keterpalksalaln untuk membalntu kelualrgalnyal. Tidalk jalralng 

pulal merekal dicalp sebalgali penggalnggu ketertibaln daln membualt kotal 

menjaldi kotor, sehinggal ralzial altalu penggalrukaln bukaln lalgi hall yalng 

mengalgetkaln merekal. 

Kehidupaln sertal kondisi alnalk jallalnaln malrginall, rentaln daln 

eksploitaltif sudalh menjaldi galmbalraln kehidupaln alnalk jallalnaln. Malrginall 

kalrenal merekal melalkukaln jenis pekerjalaln yalng tidalk jelals jenjalng 

                                                             
35 Mahdi. NK, “Komunitas Punk; Sebab, Akibat dan Metode Pembinaan dalam Perspektif 

Islam, Jurnal At-Taujih, Vol.1, No.01, Januari-Juni 2018, hlm. 86-88. 
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keriernyal, kuralng di halrgali, daln umumnyal jugal tidalk menjalnjikaln 

prospek alpalpun di malsal depaln. Rentaln kalrenal risiko yalng halrus 

ditalnggung alkibalt jalm kerjal yalng salngalt palnjalng benalr-benalr dalri segi 

kesehaltaln malupun sosiall salngalt ralwaln. Daln eksploitaltif kalrenal mereka l 

bialsalnyal memiliki talwalr menalwalr yalng salngalt lemalh, tersubordinalsi, daln 

cenderung menjaldi objek perlalkualn yalng sewenalng-wenalng dalri ulalh 

premaln altalu oknum alpalralt yalng tidalk bertalnggung jalwalb.36 

2. Ciri-Ciri Alnalk Punk 

Fenomenal yalng keralp menjaldi alnggalpaln palral walrgal yalkni balhwal 

alnalk punk merupalkaln sekelompok oralng yalng berkumpul paldal lokalsi 

tertentu sertal dalri penalmpila ln falshion yalng sering kalli membualt walrgal 

mempunyali alsumsi alnalk punk tidalk balik daln lebih balik di jaluhi. 

Ciri musik punk aldallalh distorsi gitalr yalng taljalm dengaln bealt drum 

yalng cepalt talk beralturaln, musik punk terhitung dikenall dengaln 

penggunalaln alcord yalng simpel dikalrenal halnyal terdiri dalri 2 salmpali 3 

alcord saljal. Selalin dengaln altralktif, punk jugal dikenall dengaln dalndalnaln 

merekal yalng nyetrik seperti potongaln mohalwk allal suku indialn (ralmbut 

dibualt seperti duri mendongalk kealtals), kalos bergalmbalr tengkoralk, jalket 

dengaln berbalgali malcalm alssesoris bordir daln metall, gelalk altalu kallung 

besi, tubuh penuh talto, sepaltu boots, piercing, balhkaln malke up waljalh 

seperti eye shaldow daln lipstik hitalm. Balgi merekal kostum tersebut 

merupalkaln simbol alkaln semalngalt punk. 

                                                             
36 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2010), 

hlm.199-200. 
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Alnalk punk mempunyali ciri-ciri, berusial alntalral 5 salmpali dengaln 

18 talhun, melalkukukaln kegialtaln altalu berkelialraln di jallalnaln, penalmpilaln 

nyal kebalnyalkaln kusalm daln palkalialn tidalk terurus, daln mobilitalsnyal yalng 

tinggi. Perbedalaln ini menyalngkut baltalsaln umur, hubungaln alnalk dengaln 

kelualrgal, daln kegialtaln yalng dilalkukaln dengaln memperhaltikaln 

perbedalaln-perbedalaln yalng aldal, yalng dimalksudkaln dengaln alnalk punk, di 

Indonesial, dallalm hall ini tidalk membaltalsi usial alnalk punk. Hall ini 

dilalkukaln algalr konsisten dengaln hukum lokall malupun definisi 

Internalsionall yalng sudalh disepalkalti. Terdalpalt Ciri-ciri alnalk punk yalitu : 

a. Beraldal ditempalt umum (jallalnaln, palsalr, pertokoaln, tempalt-tempalt 

hiburaln) 

b. Berpenalmpilaln ngepunk (ralmbut berdiri altalu mohalwk, palkali alnting, 

ralntali, sepaltu boots, celalnal jealns ketalt daln balju lusuh, jalket kulit 

hitalm) 

c. Beralsall dalri kelualrgal-kelualrgal yalng tidalk halrmonis daln tidalk malmpu 

d. Melalkukaln alktivitals sebalgali alnalk punk. 

Wallalupun diketalhui aldalnyal ciri-ciri umum, nalmun bukaln beralrti 

alnalk-alnalk punk merupalkaln pemudal yalng uralkaln, salmpalh balgi 

malsyalralkalt.37 Falshion balgi alnalk punk mempunyali alrti kalrenal falshion 

memiliki simbol di setialp yalng dipalkalinyal seperti : 

 

 

                                                             
37 Mita Haryanto, “Profil Anak Punk”, Skripsi (Surakarta : Universitas Muhamadiyah 

Surakarta, 2012), hlm. 7. 
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a. Ralmbut Mohalwk 

Ralmbut mohalwk aldallalh ralmbut yalng dibualt berbentuk seperti 

duri mendongalk ke altals. Galyal ini merupalkaln aldalptalsi dalri galyal suku 

indial kuni yalng paldal walktu itu bernalmal Mohicaln, posisi ralmbut 

dibualt seperti menunjuk kealtals, ralmbut dibualt kalku sehinggal tidalk 

nudalh kalyu. Malknalnyal sebualh perlalwalnaln alkaln talkdir Tuhaln Yalng 

Malhal Esal. Punk, merupalkaln galmbalraln kalum tertindals yalng tidalk 

terimal dengaln posisi merekal di malsyalralkalt, punk mengalnggalp stralta l 

merekal aldallalh talkdir yalng dalpalt dilalwaln daln merekal malmpu 

mengaltalsi talkdir itu dengaln bermusik.  

b. Jens Ketalt Sobek 

Jens ketalt yalng sobek bermalknal sebualh himpitaln dalri 

lingkungaln terhaldalp merekal, yalng menghallalngi rualng geralk daln 

altralksi palnggung merekal, oleh kalrenal itu seringkalli muncul robekaln 

paldal lutut daln palhal yalitu sebualh simbol tentalng kemerdekalaln geralk 

daln ide dalri palral punk. 

c. Taltto 

Taltto yalng bialsalnyal digunalkaln bergalmbalr tengkoralk, sallip, alpi 

aldallalh simbol kekualsalaln terhaldalp tubuh altalu fisik. Merekal percalya l 

lewalt taltto merekal memiliki kekualsalaln penuh terhaldalp tubuh. Selalin itu 

taltto jugal menyimbolkaln cital ralsal seni kalum menengalh balwalh. 

d. Ralntali  

Ralntali menyimbolkaln sebualh kesaltualn yalng utuh dialntalral 

palral komunitals punk. Falktalnyal, kesaltualn punk memalng terkenall 
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salngalt solid, sering kalli merekal terlihalt secalral bergerombol, berbalgi 

rejeki daln tempalt tidur secalral bersalmal, balhkaln dialntalral komunitals 

punk tidalk aldal diskriminalsi berdalsalrkaln straltal ekonomi. 

e. Piercing altalu Tindik 

Piercing altalu tindik salmal seperti taltto, piercing juga l 

menyimbolkaln kekualsalaln altals tubuh, perlalwalnaln terhaldalpaln 

penderitalaln altalu ralsal salkit daln mengontrol tubuhnyal sendiri. 

f. Eye Shaldow 

Eye Shaldow menyimbolkaln calral palndalng punk yalng sura lm 

terhaldalp sekitalrnyal. Balgi punk, malsal depaln terlihalt salngalt suralm daln 

kuralng menjalnjikaln, sealkaln-alkaln merekal sialp untuk menjaldi 

kallalngaln terbalwalh salmpali alkhir hidup merekal. 

g. Sepaltu Boots 

Sepaltu boots bialsal dipalkali oleh praljurit algalr bisal dipalkali di 

segallal medaln, balik becek, berbaltu, licin daln medaln yalng sulit lalinnya l. 

Oleh kalrenal itu boots menyimbolkaln balhwal palral punk alkaln sialp 

menghaldalpi rintalngaln alpalpun termalsuk hukum daln kesulitaln secalral 

ekonomi.38 

3. Falktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Alnalk Punk 

Malsallalh alnalk lebih-lebih alnalk jallalnaln malkin meningkalt dalri 

talhun ke talhun, alkibaltnyal dengaln balnyalknyal krisis ekonomi di Indonesia l 

sejalk pertengalhaln talhun 1997. Merekal tumbuh daln berkembalng bersalmal 

                                                             
38 Daniar Wikan Setyanto, “Makna Dan Ideologi Punk”, hlm. 54-55. 
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laltalr kehidupaln jallalnaln daln alkralb bersalmal kemiskinaln, pengalnialyalaln, 

daln hilalngnyal kalsih salyalng, sehinggal memberaltkaln jiwal daln 

membualtnyal berperilalku negalrif. 

Balnyalknyal falktor yalng menyebalbkaln alnalk-alnalk terjerumus 

dallalm kehidupaln di jallalnaln, seperti sulitnyal keualngaln kelualrgal altalu 

tekalnaln kemiskinaln, ketidalkhalrmonisaln rumalh talnggal oralng tual, daln 

malsallalh khusus menya lngkut hubungaln alnalk dengaln oralng tual. Falktor ini 

sering kalli memalksal alnalk-alnalk mengalmbil inisialtif mencalri nalfkalh altalu 

hidup malndiri di jallalnaln, kaldalng kallal pengalruh temaln altalu keralbalt juga l 

ikut menentukaln keputusaln untuk hidup di jallalnaln. 

Studi yalng dilalkukaln UNICEF paldal alnalk-alnalk yalng 

dikaltegorikaln Children of the street, menunjukaln balhwal motivalsi merekal 

hidup di jallalnaln bukalnlalh sekedalr kalrenal desalkaln kebutuhaln ekonomi 

rumalh talnggal, melalinkaln jugal kalrenal terjaldinyal kekeralsaln daln keretalkaln 

kehidupaln rumalh talnggal oralng tualnyal. Balgi merekal kehidupaln di jallalnaln 

sebenalrnyal talk kallalh kerals, nalmun lebih memberikaln allternaltif 

dibalndingkaln dengaln hidup dallalm kelualrgalnyal yalng penuh dengaln 

kekeralsaln yalng tidalk dalpalt merekal hindalri. Jikal di jallalnaln, alnalk-alnalk itu 

dalpalt lalri dalri alncalmaln kekeralsaln, tetalpi di kelualrgalnyal justru merekal 

halrus menerimal nalsib begitu saljal pukulaln oleh oralng-oralng dewalsal di 

sekitalrnyal.  

Laltalr belalkalng alnalk-alnalk memilih hidup dijallalnaln aldallalh kalrena l 

kalsus-kalsus child albuse (tindalkaln yalng sallalh paldal alnalk-alnalk). Balgi 
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alnalk-alnalk jallalnaln sendiri, sub kultur kehidupaln urbaln yalng menalwalrkaln 

kebebalsaln, esetialaln daln dallalm talralf jugal “perlindungaln” kepaldal alnalk-

alnalk yalng minggalt dalri rumalh alkibalt  diperlalkukaln sallalh telalh menjaldi 

dalyal talris yalng lualr bialsal.39  

Berdalsalrkaln perkembalngalnnyal, keberaldalaln alnalk yalng beraldal 

dijallalnaln di beberalpal kotal besalr di indonesial bukaln halnyal beralsall dalri 

lualr kotal, tetalpi halmpir dalri 80% merupalkaln alnalk-alnalk dalri kotal itu 

sendiri. Sebalgialn alnalk punk altalu jallalnaln cenderung mendalpaltkaln 

dukungaln dalri oralng tual untuk beralktivitals di jalla lnaln, falktor dalri merekal 

turun ke jallaln tidalk bisal disalmalraltalkaln, ini yalng menjaldi malsallalh utalma l 

sulitnyal melalkukaln penalngalnaln terhaldalp alnalk jallalnaln.40 

Malsallalh kemiskinaln altalu ekonomi aldallalh kalsus yalng menjaldi 

pemicu alnalk jallalnaln. Kondisi obyektif ini terlebih dipicu oleh krisisnyal 

moneter daln ekonomi yalng terus terjaldi salmpali ka llal ini. Dallalm kalitalnnya l 

dengaln perihall tersebut, seoralng alhli pekerjalaln sosiall menjelalskaln balhwal 

efek krisis moneter daln ekonomi dallalm kalitalnnyal dengaln alnalk jallalnaln, 

aldallalh: 

a. Oralng tual mendorong alnalk untuk bekerjal menolong ekonomi 

kelualrgal. 

b. Kalsus kekeralsaln daln perlalkualn keliru paldal alnalk oleh oralng tual 

malkin meningkalt sehinggal alnalk lalri ke jallalnaln. 

                                                             
39  Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, hlm. 210-212. 
40 Herlina Astri, “Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan 

Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang, Jurnal Aspirasi, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 

hlm. 149. 
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c. Alnalk teralncalm putus sekolalh kalrenal oralng tual tidalk malmpu 

membalyalr ualng sekolalh.41 

Sedalngkaln dalri ilmu sosiologi, seseoralng bergalbung dallalm 

komunitals punk terbujuk oleh lebih dalri saltu falktor, yalitu: 

a. Lingkungaln Kelualrgal 

Kelualrgal yalng memilii peraln yalng begitu penting dallalm 

perkembalngaln seoralng alnalk, sering kalli membualt alnalk tumbuh 

berkembalng dengaln penuh dengaln tekalnaln baltin. Kelualrgal 

sehalrusnyal malmpu memberikaln pengalruh yalng positif balgi 

perkembalngaln alnalk. Kelualrgal yalng broken home altalu tidalk utuh 

menjaldi sallalh saltu sebalb timbulnyal kenalkallaln paldal remaljal. 

b. Lingkungaln Sekolalh  

Perlalkualn guru terhaldalp palral siswalnyal yalng sering terjaldi 

dengaln tidalk aldil, hukumaln daln salnksi-salnksi yalng kuralng 

menunjalng tercalpalinyal tujualn pendidikaln, alncalmaln yalng tialdal 

putus-putusnyal daln disiplin yalng terlallu ketalt. Proses pendidikaln 

yalng kuralng menguntungkaln balgi perkembalngaln jiwal alnalk sertal 

kealdalaln sekolalh, yalng sehalrusnyal menjaldi tempalt pendidikaln 

berubalh menjaldi sember terjaldinyal konflik-konflik paldal psikologis 

yalng menimbulkaln kenallalkaln remaljal yalng berujung paldal 

keikutsertalaln remaljal paldal komunitals punk.42 

                                                             
41 Asrul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif 

Di Indonesia”, Jurnal ilmiah skylandesea,Vol.2, No. 1 Februari 2018, hlm.22. 
42 Mahdi NK, “Komunitas Punk; Sebab, Akibat Dan Metode Pembinaan Dalam 

Perspektif Islam”, Jurnal At-Taujih, Vol. 1, No.1 Januari-Juni, 2018, hlm. 90-91. 



37 

  

 

Falktor alnalk punk di kotal Balnyumals kebalyalkaln dalri merekal turun 

ke jallalnaln yalitu kalrenal aldalnyal keinginaln dalri diri merekal untuk hidup 

bebals talnpal alturaln hidup daln lalralngaln didallalm semual prilalkunyal, hall ini 

membualt alnalk-alnalk lebih memilih untuk pergi daln hidup di jallalnaln, 

kalrenal merekal mengalnggalp halnyal hidup di jallalnaln lalh merekal bisal 

meralsalkaln hidup talnpal aldalnyal alturaln daln lalralngaln yalng beralrti 

kebebalsaln yalng dicalri oleh golongaln remaljal ini, yalng dimalnal alrti dalri 

kebebalsaln yalitu dalpalt ditemukaln paldal komunitals punk. 

Dengaln demikialn seseoralng dikaltalkaln dalpalt menentukaln untuk 

bergalbung dallalm sualtu komunitals altalu kelompok jallalnaln disebalbkaln dual hall 

yalng salngalt mendalsalr yalitu kelualrgal daln lingkungaln. Semestinyal kelualrgal 

dalpalt menjaldi tempalt untuk berlindung alkaln tetalpi tidalk diralsalkaln, dengaln 

bersalmalnyal sualtu kelompok dalpalt memberikaln  sebualh alrti yalng tidalk 

ditemukaln paldal kelualrgalnyal dengaln didukungnyal lingkungaln yalng 

membualt seseoralng beralni mengalmbil keputusaln untuk bergalbung dallalm 

sualtu komunitals, termalsuk komunitals altalu kelompok punk.43 

4. Halk-halk Alnalk Punk 

Alnalk sebalgali sebualh pribaldi yalng salngalt unik daln memiliki ciri 

khals. Wallalupun dial salnggup berperilalku dengaln peralsalaln, pikiraln daln 

kehendalknyal sendiri, ternyaltal pengalruh yalng cukup besalr dallalm 

membentuk perilalku alnalk aldallalh lingkungaln sekitalr. Terlebih paldal 

pemenuhaln halknyal, seoralng alnalk tidalk dalpalt melalkukalnnyal sendiri 

                                                             
43 Mahdi NK, “Komunitas Punk; Sebab, Akibat Dan Metode Pembinaan Dalam 

Perspektif Islam”, hlm. 92. 



38 

  

 

disebalbkaln kemalmpualn daln pengallalmalnnyal yalng malsih terbaltals. Oralng 

dewalsal, khususnyal oralng tual memegalng peralnaln penting dallalm 

memenuhi halk-halk alnalk.44 

Halk alnalk merupalkaln balgialn dalri halk alsalsi malnusial yalng waljib di 

jalmin, dilindungi, daln dipenuhi oleh oralng tual, kelualrgal, malsyalralkalt, 

negalral, pemerintalh, daln pemerintalh daleralh. Dallalm Undalng-Undalng No. 

4 Talhun 1979 palsall 2 salmpali dengaln 9 mengaltur halk-halk alnalk altals 

kesejalhteralaln, sebalgali berikut: 

a. Halk altals kesejalhteralaln, peralwaltaln, alsuhaln daln bimbingaln. 

Alnalk berhalk altals kesejalhteralaln, peralwaltaln, alsuhaln daln 

bimbingaln berdalsalrkaln kalsih salyalng balik dalri kelualrgal malupun 

alsuhaln khusus algalr tumbuh daln berkembalng dengaln waljalr. 

b. Halk altals pelalyalnaln 

Alnalk berhalk altals pelalyalnaln untuk mengembalngkaln 

kemalmpualn daln kehidupaln sosiall sesuali dengaln kebudalyalaln daln 

kepribaldialn balngsal untuk menjaldi walrgal negalral. 

c. Halk altals pemelihaltalaln daln perlindungaln 

Alnalk berhalk altals pemelihalralaln daln perlindungaln, balik 

semalsal dallalm kalndungaln malupun sesudalh dilalhirkaln. 

d. Halk altals perlindungaln lingkungaln hidup 

Alnalk berhalk altals perlindungaln terhaldalp lingkungaln hidup 

yalng dalpalt membalhalyalkaln altalupun dalpalt menghalmbalt pertumbuhaln 

daln perkembalngalnnyal dengaln waljalr. 

                                                             
44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 



39 

  

 

e. Halk mendalpalt pertolongaln pertalmal 

Dallalm kealdalaln yalng membalhalnyalkaln, alnalklalh yalng pertalma l 

berhalk mendalpalt pertolongaln daln balntualn daln perlindungaln. 

f. Halk memperoleh alsuhaln 

Alnalk yalng tidalk malmpu berhalk memperoleh balntualn, algalr 

dallalm lingkungaln kelualrgalnyal dalpalt tumbuh daln berkembalng dengaln 

waljalr.  

g. Halk diberi pelalyalnaln daln alsuhaln 

Alnalk yalng mengallalmi malsallalh kelalkualn diberi pelalyalnaln daln 

alsuhaln yalng bertujualn mendorong gunal mengaltalsi halmbaltaln yalng 

terjaldi dallalm malsal pertumbuhaln daln perkembalngalnnyal. 

h. Halk memperoleh pelalyalnaln khusus 

Alnalk calcalt berhalk memperoleh pelalyalnaln khusus untuk 

mencalpali tingkaltaln pertumbuhaln daln perkembalngaln sejaluh baltals 

kemalmpualn daln kesalnggupalnnyal. 

i. Halk mendalpalt balntualn daln pelalyalnaln 

Alnalk berhalk mendalpalt balntualn daln pelalyalnaln ya lng bertujualn 

mewujudkaln kesejalhteralaln alnalk menjaldi halk setialp alnalk, talnpal 

membedalkaln jenis kelalmin, algalmal, pendidikaln, daln kedudukaln 

sosiall.45 

                                                             
45 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 

80-82. 
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 Halk alnalk bukaln halnyal dijelalskaln paldal saltu altalu dual undalng-

undalng alkaln tetalpi di dallalm Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 

balhwal

46: 

a. Setialp alnalk berhalk untuk dalpalt hidup, tumbuh, berkembalng, daln 

berpalrtisipalsi secalral waljalr sesuali dengaln halrkalt daln malrtalbalt 

kemalnusialaln, sertal mendalpalt perlindungaln dalri kekeralsaln daln 

diskriminalsi. 

b. Setialp alnalk berhalk altals sualtu nalmal sebalgali identitals diri daln staltus 

kewalrgalnegalralaln. 

c. Setialp alnalk berhalk untuk beribaldalh menurut algalmalnyal, berpikir, daln 

berekspresi sesuali dengaln tingkalt kecerdalsaln daln usialnyal, dallalm 

bimbingaln oralng tual. 

d. Setialp alnalk berhalk untuk mengetalhui oralng tualnyal, dibesalrkaln, daln 

dialsuh oleh oralng tualnyal sendiri. 

e. Setialp alnalk berhalk memperoleh pelalyalnaln kesehaltaln daln jalsmalni 

sosiall sesuali dengaln kebutuhaln fisik, mentall, spirituall, daln sosiall. 

f. Setialp alnalk berhalk memperoleh pendidikaln daln pengaljalraln dallalm 

ralngkal pengembalngaln pribaldinyal daln tingkalt kecerdalsalnnyal sesuali 

dengaln minalt balkaltnyal. 

g. Setialp alnalk berhalk menyaltalkaln daln didengalr pendalpaltnyal, 

menerimal, mencalri, daln memberikaln informalsi sesuali dengaln tingkalt 

kecerdalsaln daln usialnyal demi pengembalngaln dirinyal sesuali dengaln 

nilali-nilali kesusila laln daln kepaltutaln. 

                                                             
46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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h. Setialp alnalk berhalk untuk beristiralhalt daln memalnfalaltkaln walktu 

lualng, bergalul dengaln alnalk yalng sebalyal, bermalin, berekrealsi, daln 

berkrealsi sesuali dengaln minalt, balkalt, daln tingkalt kecerdalsalnnyal demi 

pengembalngaln diri. 

i. Setialp alnalk yalng menyalndalng calcalt berhalk memperoleh rehalbilitalsi, 

balntualn sosiall, daln pemelihalralaln talralf kesejalhteralaln sosiall. 

j. Setialp alnalk berhalk untuk dialsuh oralng tualnyal sendiri, kecualli jikal 

aldal allalsaln daln/altalu alturaln hukum yalng salh menunjukkaln balhwa l 

pemisalhaln itu aldallalh demi kepentingaln terbalik balgi alnalk daln 

merupalkaln pertimbalngaln teralkhir. 

k. Setialp alnalk berhalk memperoleh perlindungaln dalri: 

1) Penyallalhgunalaln dallalm kegialtaln politik. 

2) Pelibaltaln dallalm sengketal bensenjaltal. 

3) Pelibaltaln dallalm kerusuhaln sosiall. 

4) Pelibaltaln dallalm peristiwal yalng mengalndung unsur kekeralsaln; daln 

5) Pelibaltaln dallalm peperalngaln. 

l. Setialp alnalk berhalk memperoleh perlindungaln dalri salsalraln 

pengalnialyalaln, penyiksalaln, altalu penjaltuhaln hukumaln yalng tidalk 

malnusialwi. 

m. Setialp alnalk yalng diralmpals kebebalsalnnyal berhalk untuk: 

1) Mendalpaltkaln perlalkualnsecalral malnusialwi daln penempaltalnnya l 

dipisalhkaln dalri oralng dewalsal. 
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2) Memperoleh balntualn hukum altalu balntualn lalinnyal secalral efektif 

dallalm setialp talhalpaln upalyal hukum yalng berlalku ;daln 

3) Membelal diri daln memperoleh kealdilaln di depaln pengaldilaln alnalk 

yalng objektif daln tidalk memihalk dallalm sidalng tertutup untuk 

umum. 

n. Setialp alnalk yalnh menjaldi korbaln altalu pelalku tindalk pidalnal berhalk 

mendalpaltkaln balntualn hukum daln balntualn lalinnyal.47 

Daln dallalm Undalng-Undalng Nomor 23 talhun 2002 Tentalng 

Perlindungaln alnalk  jo. 35 Talhun 2014 Tentalng Perubalhaln Altals Undalng-

Undalng Nomor 23 Talhun 2002 paldal  palsall 9 alyalt (1 daln 2) daln palsall 12 

di jelalskaln balhwal alnalk jallalnaln altalu punk mempunyali halk yalitu: 

a. Setialp alnalk berhalk memperoleh pendidikaln daln pengaljalraln dallalm 

ralngkal pengembalngaln pribaldinyal daln tingkalt kecerdalsalnnyal sesuali 

dengaln minalt daln balkalt. 

b. Setialp alnalk berhalk mendalpaltkaln perlindungaln di saltualn pendidikaln 

dalri kejalhaltaln seksuall daln kekeralsaln yalng dilalkukaln oleh pendidik, 

tenalgal kependidikaln, sesalmal pesertal didik, daln/ altalu pihalk lalin. 

c. Setialp alnalk penyalndalng disalbilitals berhalk memperoleh rehalbilitalsi, 

balntualn sosiall, daln pemelihalralaln talralf kesejalhteralaln sosiall.48 

Alnalk aldallalh generalsi penerus balngsal yalng alkaln daltalng. Balik 

buruknyal malsal depaln balngsal tergalntung pulal paldal balik buruknyal kondisi 

alnalk salalt ini. Hall tersebut, malkal perlalkualn terhaldalp alnalk dengaln calral yalng 

                                                             
47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
48  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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balik aldallalh kewaljibaln kital bersalmal, algalr dial bisal tumbuh berkembalng 

dengaln balik daln dalpalt menjaldi pengembaln risallalh peraldalbaln balngsal ini.49  

C. Hukum Positif 

Hukum positif merupalkaln hukum ya lng berlalku sekalralng, balgi sualtu 

malsyalralkalt tertentu di daleralh tertentu. Hukum positif jugal bisal disebut taltal 

hukum, contohnyal hukum pidalnal yalng berdalsalrkaln dengaln KUHP 

sekalralng.50 

Hukum Positif secalral umum altalu khusus aldallalh alturaln hukum yalng 

berlalku umum yalitu peralturaln perundalng-undalngaln (Undalng-Undalng Dalsalr 

Republik Indonesial Talhun 1945, Undalng-Undalng, Peralturaln Pemerintalh, 

Peralturaln Daleralh), hukum allalt, hukum yuridisprudensi, daln hukum algalmal 

yalng dijaldikaln altalu dialkui sebalgali hukum positif seperti hukum perkalwinaln. 

Hukum positif ditegalkaln oleh altalu melallui pemerintalh altalu pengaldilaln 

malnusial hidup daln dialtur sertal tunduk paldal berbalgali alturaln.51 

Dallalm memberikaln perlindungaln altals halk pendidikaln terhaldalp alnalk, 

khususnyal alnalk jallalnaln altalupun alnalk punk dallalm perspektif hukum positif 

memiliki beberalpal peralturaln yalitu palda Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan  

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

                                                             
49 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 

hlm.11. 
50 Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, Pengatar Ilmu Hukum Indonesi, (Bandung : CV 

Pustaka Setia, 2014), hlm. 132. 
51 Asrul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif 

Di Indonesia”,  hlm. 22. 
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Penyelenggaraan Perlindungan Anak dijelalskaln balhwal Hak atas Pendidikan 

merupakan hak yang harus di penuhi oleh pemerintah. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjadi undang-undang yang mempertegas akan 

adanya pendidikan untuk setiap warga negara, pada pasal pasal 5 ayat (1) 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

dan pada pasal 6 ayat (1) di sebutkan bahwa “ setiap warga negara yang 

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan 

dasar, yang berarti bahwa hak pendidikan merupakan hak yang sama untuk 

diperoleh oleh setiap warga negara tanpa terkecuali yaitu anak punk. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi 

pemenuhan hak anak, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2021 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak 

mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, dan pada 

pasal 5 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pemenuhan 

hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bahwa ruang 

lingkup dari penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pemenuhan hak-

hak anak. 
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Masyarakat 

Dalam menangani masalah sosial pemerintah Daerah Kabupaten 

Banyumas melakukan penertiban kepada anak punk, yang sering kali 

menjadi permasalahan karena menggangu ketentraman dan ketertiban 

umum. Dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 

2015 Pasal 14 bahwa penanggulangan anak punk atau penyakit masyarakat 

dilaksanakan dengan bentuk usaha: preventif, represif, rehabilitatif dan 

bimbingan lanjutan. 
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BAlB III 

METODE PENELITIAlN 

 

Metode penelitialn aldallalh kegialtaln ilmialh yalng berkalitaln dengaln 

pemalhalmaln (sistemaltis) tentalng sualtu subjek altalu tujualn penelitialn gunal 

menemukaln jalwalbaln yalng dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln secalral ilmialh daln 

dalpalt memualt kealbsalhalnnyal.52 Dallalm metode penelitialn ini, peneliti alkaln 

memalpalrkaln beberalpal alspek yalng penting, dialntalralnyal: 

A. Jenis Penelitialn 

Jenis penelitialn teralpaln aldallalh penelitialn lalpalngaln. Penelitialn 

lalpalngaln halrus fokus paldal situalsi salalt ini daln laltalr belalkalng situalsi, sertal 

interalksi lingkungaln yalng spesifik dalri unit sosiall tertentu.53 Yalitu dengaln 

mengumpulkaln daltal melallui observalsi, walwalncalral, dokumentalsi, daln 

observalsi untuk memperoleh daltal yalng dibutuhkaln.  

B. Pendeka ltaln Penelitialn 

Pendekaltaln dallalm penelitialn ini yalitu deskriptif kuallitaltif. Jenis 

pendekaltaln ini dipilih kalrenal prosedur penelitialn yalng menghalsilkaln daltal 

deskriptif tentalng oralng yalng melallui tulisaln altalu kaltal yalng diucalpkaln daln 

perilalku yalng dalpalt dialmalti daln penelitialn ini kemungkinaln malmpu untuk 

mengetalhui kepribaldialn oralng daln melihalt merekal sebalgali merekal 

memalhalmi dunialnyal. Sualtu pendekaltaln yalng peneliti lalkukaln terkalit dengaln 

fenomenal, kejaldialn sertal sualtu kealdalaln secalral sosiall yalng nalntinyal alkaln 

                                                             
52 Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Public Realition dan Komunikasi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), hlm. 24. 
53 Zainal Arifin, dkk, Metode Penelitian  Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Purwokerto, (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 7. 
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dijalbalrkaln secalral deskriptif daln menalmpilkaln daltal alpal aldalnyal, dengaln 

begitu penelitialn kuallitaltif mengalntalrkaln peneliti kepaldal penjelaljalhaln 

konsep tentalng keindalhaln, kealdilaln, halralpaln, kepercalyalaln yalng dipalhalmi 

responden, daln perilalku.54 Peneliti memilih pendekaltaln deskriptif kuallitaltif 

kalrenal alnalk punk altalu jugal disebut alnalk jallalnaln merupalkaln sualtu fenomenal 

altalu kejaldialn sosiall yalng nyaltal aldalnyal di lingkungaln malsyalralkalt. 

C. Lokalsi Penelitialn 

Penelitialn di Kalbupalten Balnyumals dan lembalgal terkalit yalitu Kalntor 

Dinals Sosiall dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 

1. Kalbupalten Balnyumals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbupalten Balnyumals berdiri paldal talhun 1582, paldal talnggall 6 

Alpril 1582 altalu bertepaltaln paldal talnggall 12 Robiul Alwall 990 Hijriya lh. 

Daln di tetalpkaln dengaln Peralturaln Daleralh Kalbupalten Daleralh Tingkalt II 

Balnyumals Nomor 2 Talhun 1990. Keberaldalaln sejalralh Kalbupalten 

                                                             
54 Salim dan Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Citapustaka, 2012), hlm. 

46. 
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Balnyumals tidalk terlepals dalri pendirinyal yalitu Ralden Joko Kalhimaln yalng 

menjaldi Bupalti yalng pertalmal dikenall dengaln julukaln altalu dengaln gelalr 

Aldipalti Meralpalt (Aldipalti Mralpalt).55 Kalbupalten Balnyumals memiliki 27 

kecalmaltaln, 30 keluralhaln, daln desal 301 dengaln luals talnalh 1.327,60 km2 

setalral dengaln 132.759,56 hal. Kalbupalten Balnyumals terletalk alntalral 

7ᵒ15’05” - 7ᵒ37’10” Lintalng Selaltaln daln alntalral 108ᵒ39’17” - 109ᵒ27’15” 

Bujur Timur, dengaln kealdalaln wilalyalh alntalral dalraltaln daln pegunungaln 

yalng struktur pegunungaln terdiri dalri sebalgialn lembalh sungali seralyu 

yalng digunalkaln untuk sebalgialn besalr talnalh pertalnialn, sebalgialn dalraltaln 

tingginyal untuk pemukimaln daln pekalralngaln, sebalgialn pegunungaln untuk 

perkebunaln daln hutaln tropis terletalk dilereng gunung slalmet sebelalh 

selaltaln. Kalbupalten Balnyumals secalral aldministraltif dibaltalsi oleh: 

a. Sebelalh Utalral : Kalbupalten Tegall daln Kalbupalten Pemallalng. 

b. Sebelalh Selaltaln  : Kalbupalten Cilalcalp. 

c. Sebelalh Balralt : Kalbupalten Cilalcalp daln Kalbupalten Brebes. 

d. Sebelalh Timur : Kalbupalten Purballinggal, Kalbupalten 

Balnjalrnegalral daln Kalbupalten Kebumen.56  

Dallalm mengoptimallkaln daln memaljukaln peraldalbaln sualtu wilalyalh 

malkal sudalh menjaldi kewaljibaln untuk pemerintalh dallalm menentukaln visi 

daln misinyal, berikut ini aldallalh visi daln misi Kalbupalten Balnyumals. 

 Visi: “ Menjaldikaln Balnyumals yalng Malju, Aldil-Malkmur, daln Malndiri”. 

                                                             
55  Anonim, Profil Kabupaten Banyumas, diakses melalui https://inforpurwokerto.com 

pada 08 Maret 2022. 
56Anonim, Profil Kabupaten Banyumas diakses melalui 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Banyumas pada 09 Maret 2022. 

https://inforpurwokerto.com/
https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Banyumas
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 Misi :  

a. Mewujudkaln Balnyumals sebalgali balrometer pelalyalnaln publik dengaln 

membalngun sistem integritals birokralsi yalng profesionall, bersih, 

palrtisipaltif, inovaltif daln bermalrtalbalt. 

b. Meningkaltkaln kuallitals hidup walrgal melallui pemenuhaln kebutuhaln 

daln lalyalnaln dalsalr pendidikaln daln kesehaltaln. 

c. Meningkaltkaln pertumbuhaln ekonomi daln dalyal saling daleralh 

berkuallitals, berkealdilaln daln berkelalnjutaln. 

d. Mewujudkaln Balnyumals sebalgali Kalbupalten Pelopor Kedalulaltaln 

palngaln. 

e. Menciptalkaln iklim investalsi yalng berorientalsi perlualsaln kesempaltaln 

kerjal yalng berbalsis potensi lokall daln ralmalh lingkungaln. 

f. Meningkaltkaln kuallitals daln kualntitals infralstruktur dalsalr yalng meraltal 

daln memaldali sebalgali dalyal ungkit pembalngunaln. 

g. Mewujudkaln kemalndirialn ekonomi dengaln menggeralkaln industri 

keralkyaltaln, palriwisaltal, daln industri krealtif berbalsis sumber dalya l 

lokall. 

h. Mewujudkaln taltalnaln malsyalralkalt yalng berbudalyal sertal 

berkepribaldialn dengaln menjunjung tinggi nilali nalsionallisme daln 

religious.57 

 

 

                                                             
57  Anonim, Visi dan Misi Kabupaten Banyumas, diakses melalui 

https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dana-misi-6, pada tanggal 26 Mei 2022. 

https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dana-misi-6
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2. Dinals Sosiall 

 

Dinals Sosiall daln Pemberdalyal Malsyalralkalt daln Desal bertempalt 

altalu berallalmalt di Jl. Pemudal, No. 24, Desal Kober, Kecalmaltaln 

Purwokerto Balralt, Kalbupalten Balnyumals, Provinsi Jalwal Tengalh. Dinals 

Sosiall altalu Pembalngunaln bidalng kesejalhteralaln sosiall merupalkaln balgialn 

yalng tidalk terpisalhkaln dalri sualtu pembalnguna ln nalsionall yalng telalh 

mengalmbil peraln alktif dallalm meningkaltkaln kuallitals hidup malsyalralkalt 

untuk mewujudkaln kehidupaln yalng lalyalk daln bermalrtalbalt, memenuhi 

halk kebutuhaln dalsalr yalng diselenggalralkaln melallui pelalyalnaln daln 

pengembalngaln kesejalhteralaln sosiall secalral terprogralm, teralralh, dalm 

berkelalnjutaln sebalgalimalnal dialmalnaltkaln dallalm Undalng-Undalng Nomor 

11 Talhun 2009 tentalng Kesejalhteralaln Sosiall Provinsi Jalwal Tengalh 

dengaln memfokuskaln paldal tujuh permalsallalhaln sosiall yalitu kemiskinaln, 

Keterlalntalraln, Kecalcaltaln, Ketunalaln Sosiall daln Penyimpalngaln Perilalku, 
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Keterpencilaln, Korbaln Bencalnal sertal Tindalk Korbaln Kekeralsaln daln 

Pekerjal Migraln.58 

3. Dinas Pendidikan  

Dinas Pendidikan bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75, 

Karangbawang, Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, 

Kabupaten Banyumas. Dinas Pendidikan merupa lkaln balgialn yalng tidalk 

terpisalhkaln dalri sualtu pembalngunaln nalsionall yalng telalh mengalmbil 

peraln alktif dallalm bidang pendidikan.  

D. Subjek Penelitialn 

Subjek dalri penelitialn yalng alkaln dilalkukaln oleh peneliti adallalh lebih 

mengutalmalkaln walwalncalral dengaln pihak-pihak terkait: 

1. Dinas Sosiall Kalbupalten Balnyumals 

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  

3. Alnalk Punk di wilalyalh Balnyumals 

Dimalnal dallalm hall ini dialnggalp mengetalhui tentalng kewenangan 

pemerintalh dallalm melindungi halk pendidikaln alnalk punk di Kalbupalten 

Balnyumals. 

E. Objek Penelitialn 

Objek penelitialn ini aldallalh tinjalualn Hukum Positif yalitu Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan 

                                                             
58 Anonim, sejarah singkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diakses melalui 

https://dinsos.jatengprov.go.id/sejarah-singkat/dinas-sosial-prov-jateng pada 14 Maret 2022. 

https://dinsos.jatengprov.go.id/sejarah-singkat/dinas-sosial-prov-jateng
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Penyakit Masyarakat dan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

F. Sumber Daltal 

Daltal primer mengacu paldal daltal yalng telalh dikumpulkaln secalral 

lalngsung, calral yalng palling umum untuk mengumpulkaln daltal primer yalitu 

dengaln menggunalkaln eksperimen altalu survei. Sedalngkaln untuk daltal 

sekunder merupalkaln daltal yalng tersedial sebelumnyal yalng dikumpulkaln dalri 

sumber-sumber tertulis. Nalmun dallalm pemilihaln jenis daltal yalng alkaln 

digunalkaln altalu dikumpulkaln tergalntung paldal sejumlalh falktor. 

Dallalm penelitialn pertalnyalaln yalng alkaln dialjukaln salngalt berpengalruh 

paldal perlalkualn terhaldalp pesertal yalng secalral alcalk terpilih. Jikal tidalk 

memungkinkaln, malkal peneliti alkaln mengumpulkaln daltal kalralkter pesertal daln 

situalsi yalng alkaln mengontrol valrialble terikalt (dependen) daln halsil.59 

1. Sumber Daltal Primer 

Sumber Primer aldallalh sumber utalmal dallalm penelitialn ini berupal 

kebijalkaln pemerintalh dallalm memberikaln perlindungaln halk daln 

pemenuhaln altals pendidikaln alnalk punk meliputi: 

a.  Dinals Sosiall Daln Pemberdalyalaln Malsyalralkalt Daln Desal Kalbupalten 

Balnyumals. 

b. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 

c. Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2003 Tentalng Sistem Pendidikaln 

Nalsionall. 

                                                             
59 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , (Yogyakarta : Pustaka 

Ilmu, 2020), hlm. 402. 
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d. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan 

Penyakit Masyarakat 

e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak 

f. Walwalncalral kepadall alnalk punk di wilalyalh Ka lbupalten Balnyumals 

dengaln titik kumpul yalitu, perempaltaln Talnjung, daln allun-allun 

Balnyumals. 

2. Sumber Daltal Sekunder  

Sumber daltal sekunder aldallalh sumber-sumber yalng sifaltnya l 

mendukung penelitialn ini, berupal buku, jurnall, daln dokumen lalin yalng 

mendukung. Daltal sekunder dalpalt digunalkaln jugal sebalgali pembalnding 

dengaln daltal primer yalng sudalh didalpaltkaln, alkaln tetalpi daltal sekunder 

memiliki kekuralngaln dallalm menggunalkalnnyal yalitu peneliti alkaln 

kehilalngaln pengallalmaln daln keteralmpilaln dallalm menghalsilkaln daltal 

primer kalrenal daltal sekunder berupal kalryal ilmialh altalu dokumen.60 

G. Metode Pengumpulaln Daltal 

Penelitialn kuallitaltif merupalkaln malsuk dallalm jenis penelitialn 

lalpalngaln dengaln metode pengumpulaln daltal aldallalh dokumentalsi yalng 

dikolalboralsikaln dengaln observalsi daln walwalncalral dengaln tokoh yalng 

berkalitaln dengaln objek yalng alkaln diteliti. 

 

 

                                                             
60 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , hlm. 402. 
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1. Observalsi 

Observalsi aldallalh penelitialn altalu pengalmaltaln lalpalngaln secalral 

lalngsung untuk memperoleh informalsi daln menemukaln malsallalh yalng di 

teliti. Pengalmaltaln kehidupaln nyaltal yalng terjaldi di lalpalngaln dalpalt 

diinterpretalsikaln secalral cermalt daln alkutalr sertal dialmalti, dicaltalt, daln 

dipelaljalri secalral ilmialh.61 Dengaln ini peneliti mengaldalkaln penelitialn 

secalral lalngsung di lalpalngaln dengaln mengumpulkaln daltal melallui 

pengalmaltaln alktivitals. 

Dallalm observalsi ini ya litu mendiskripsikaln kegialtaln mengalmalti 

daln mengumpulkaln daltal, oralng-oralng yalng berpalrtisipalsi dallalm 

kegialtaln, terutalmal Dinals Sosiall dan Dinas Pendidikan. Mengalmalti alnalk-

alnalk punk di Balnyumals untuk mengetalhui falktor-falktor menjadi 

penyebab merekal kenalpal turun ke jallalnaln daln perlindungan pemenuhan 

pendidikaln dari pemerintalh untuk merekal. Observalsi dilalkukaln di 

perempaltaln Talnjung Purwokerto Selaltaln daln allun-allun Kalbupalten 

Balnyumals. 

2. Walwalncalral 

Walwalncalral aldallalh sualtu bentuk dalri komunikalsi verball, yalng 

semalcalm percalkalpaln yalng bertujualn untuk memperoleh informalsi.62 

Walwalncalral jugal dialrtikaln dengaln sualtu metode pengumpulaln daltal 

melallui percalkalpaln dengaln malksud tertentu. Percalkalpaln tersebut 

dilalkukaln oleh kedual belalh pihalk yalitu pewalwalncalral yalng mengaljukaln 

                                                             
61 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Pers, 1942), hlm. 22. 
62 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 

hlm. 113. 
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pertalnyalaln daln terwalwalncalral yalng memberikaln jalwalbaln altals pertalnyalaln 

tersebut. 

Walwalncalral yalng digunalkaln oleh peneliti aldallalh walwalncalral 

tersetruktur, walwalncalral dilalkukaln secalral terencalnal dengaln berpedomaln 

paldal dalftalr pertalnyalaln yalng telalh dipersialpkaln, sebalgali berikut: 

Berikut pertalnyalaln paldal Dinals Sosiall Kalbupalten Balnyumals 

a. Balgalimalnal palndalngaln Dinals Sosiall Kalbupalten Balnyumals terkalit 

dengaln alnalk punk? 

b. Balgalimalnal Dinals Sosiall Kalbupalten Balnyumals dallalm menalngalni 

penalnggulalngaln alnalk punk? 

c. Alpalkalh sudalh aldal bentuk regulalsi dalri pemerintalh untuk halk 

pendidikaln alnalk punk? 

d. Balgalialmaln calral pemerintalh dallalm melindungi halk pendidikaln alnalk 

punk? 

Berikut Pertanyaan yang diajukan kepada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Banyumas 

a. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Dinas 

Pendidikan, untuk melindungi hak pendidikan anak di Kabupaten 

Banyumas, seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2021? 

b. Bagaimana pemenuhan hak pendididkan apabila dari anak-anak 

tersebut memiliki permasalahan dalam sosial seperti anak punk? 
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c. Apakah sudah ada bentuk regulasi atau peraturan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah Banyumas untuk menegaskan terkait dengan 

pendidikan? 

d. Apakah Dinas Pendidikan menyediakan sarana atau prasarana untuk 

anak punk terkait dengan pendidikan, sebagai pemerintah daerah yang 

memiliki tanggungjawab akan pemenuhan hak pendidikan? 

Berikut pertalnyalaln yalng dialjukaln kepaldal alnalk punk di kalbupalten 

Balnyumals  

a. Alpal saljalkalh kegialtaln yalng alnalk punk lalkukaln salalt di jallalnaln? 

b. Dimalnal alnalk punk tinggall? 

c. Alpal yalng melaltalrbelalkalngi alnalk punk memilih hidup di jallalnaln? 

d. Mengalpal merekal lebih memilih menjaldi alnalk punk altalu alnalk jallalnaln 

dalripaldal alnalk sekolalh ? 

Walwalncalral terstruk ini dilalkukaln lalngsung kepa ldal Dinals Sosiall 

Kalbupalten Balnyumals, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas daln Alnalk 

Punk yalng beraldal di wilalyalh Balnyumals di perempaltaln Talnjung, daln 

allun-allun Balnyumals. 

3. Dokumentalsi 

Setelalh melallui proses metode observalsi daln walwalncalral, peneliti 

melalnjutkaln pengumpulaln daltal dengaln calral dokumentalsi, dokumentalsi 

beralsall dalri kaltal dokumen yalng memiliki alrti sumber tertulis dallalm hall 

ini metode dokumentalsi merupalkaln calral untuk mengumpulkaln daltal 

dengaln mencaltalt daltal-daltal yalng sudalh tersedial. Dokumen merupalkaln 
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sumber daltal yalng digunalkaln gunal melengkalpi penelitialn yalng berbentuk 

sumber tertulis, film, galmbalr (foto) yalng secalral keseluruhaln memberikaln 

informalsi balgi proses penelitialn.63 Dallalm penelitialn, dokumentalsi 

merupalkaln pelengkalp daltal dalri walwalncalral daln observalsi terkalit dengaln 

kewenanganl pemerintalh Kalbupalten Balnyumals dallalm menjalmin halk 

pendidikaln alnalk punk di Purwokerto. 

H. Teknik Sampling 

Di dalam penelitian sosiologis sampling diartikan sebagai suatu proses 

pemilihan ataupun penentuan sempel. Dalam penelitian ini digunakan teknik 

sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling yaitu, pengambilan 

sempel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.64 Maka dengan 

ini teknis dari sampel yang dipilih dilakukan dengan cara menentukan 

pertimbangan kriteria dan karakteristik tertentu terhadap sampel, yaitu orang-

orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa 

tertentu. Selain itu untuk teknik purposive sampling dalam menentukan 

informan atau narasumber didasarkan pada tujuan serta pertimbangan tertentu 

yang tetap berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Dalam hal ini peneliti akan menentukan orang-orang yang memang 

berkaitan dan mengetahui informasi tentang penelitian ini. Berikut beberapa 

kriteria narasumber, yaitu: 

                                                             
63  Natalima Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal 

Wacana, Vol. 8, No 2, Juni 2014, hlm. 178. 
64 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan PenulisanSkripsi, Tesis, serta Disertasi, 

(Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 71-72. 
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1. Dinas Sosial Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi 

Sosial Kabupaten Banyumas (Bidang yang bertugas dalam penertiban dan 

penanganan anak punk di Kabupaten Banyumas) 

2. Dinas Pendidikan Kepala Kasi Kurikulum SD ( Bidang yang bertugas 

dalam memenuhi atas pendidikan anak) 

3. Anak Punk yang berada di Kabupaten Banyumas 

I. Alnallisis Daltal 

Alnallisis daltal yalng peneliti gunalkaln yalitu dengaln metode deskriptif. 

Metode deskriptif digunalkaln untuk memecalhkaln altalu menjalwalb 

permalsallalhaln yalng sedalng dihaldalpi situalsi sekalralng, metode ini bertujualn 

untuk memberikaln galmbalraln secalral tepalt terkalit dengaln sifalt-sifalt individu, 

gejallal, kealdalaln, kelompok tertentu, altalu menentukaln aldal tindalknyal sualtu 

gejallal yalng berhubungaln dengaln gejallal lalin.65 Penelitialn kuallitaltif aldallalh 

penelitialn yalng bertujualn untuk memperoleh pemalhalmaln yalng lebih 

mendallalm tentalng malsallalh malnusial daln sosiall, dalripaldal menjelalskaln 

permukalaln reallitals seperti dallalm positivisme.66 Metode ini mengkalji 

ralngkalialn walwalncalral yalng aldal, observalsi, penelusuraln literaltur, 

dokumentalsi, daln penemualn fenomenal daln kejaldialn. Alnallisis daltal kuallitaltif 

terdiri dalri tigal alliraln alktivitals yalng selallu terjaldi secalral beralntali. Ini 

termalsuk reduksi daltal, talmpilaln daltal, daln inferensi.67 

 

                                                             
65 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, hlm. 20. 
66 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2014), hlm. 85. 
67 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjejep 

Rohadi, ( Jakarta: UIP, 1992), hlm. 16. 
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1. Reduksi Daltal 

Mereduksi daltal beralrti meralngkum, memilih hall-hall yalng pokok, 

memfokuskaln paldal hall-hall yalng penting, oleh kalrenal itu halrus dialnallisis 

sejalk alwall penelitialn daln perlu dilalkukaln alnallisis daltal melallui reduksi 

daltal. Dengaln demikialn daltal yalng telalh direduksi alkaln memberikaln 

galmbalraln yalng jelals terkalit pengalmaltaln daln memudalhkaln peneliti untuk 

mengumpulkaln daltal selalnjutnyal.68 Dallalm mereduksi daltal peneliti 

melalkukaln daltal dalri halsil walwalncalral untuk digunalkaln sebalgali daltal inti.  

2. Penyaljialn Daltal 

Alrtinyal, menurut Miles daln Hubermaln, seperalngkalt informalsi 

terstruktur yalng memberikaln kesempaltaln untuk menalrik kesimpulaln daln 

mengalmbil tindalkaln. Representalsi daltal kuallitaltif yalng palling umum 

digunalkaln aldallalh dallalm bentuk teks nalraltif, daln dallalm penelitialn 

kuallitaltif.69 

penyaljialn daltal dalpalt berupal deskripsi singkalt, balgaln, hubungaln 

alntalr kaltegori, daln sebalgalinyal. meningkalt. Salalt menyaljikaln daltal, penulis 

menuliskaln semual daltal yalng dimilikinyal dallalm formalt teks, sehinggal 

memudalhkaln penulis untuk memalhalmi isi daltal daln balgi penulis untuk 

melihalt daltal tersebut. Penulis menuliskaln semual halsil walwalncalral dallalm 

formalt nalraltif untuk kejelalsaln. 

 

 

                                                             
68 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2014), hlm. 249. 
69 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, hlm. 167-168. 
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3. Penalrik Kesimpulaln 

Lalngkalh teralkhir dallalm alnallisis daltal kuallitaltif menurut Miles daln 

Hubermaln aldallalh menalrik daln memvallidalsi kesimpulaln. Kesimpulaln 

pertalmal yalng dialjukaln malsih tentaltif daln alkaln berubalh kecualli 

ditemukaln bukti yalng kualt untuk mendukung talhalp pengumpulaln daltal 

selalnjutnyal. Nalmun, jikal kesimpulaln yalng ditalrik paldal talhalp alwall 

didukung oleh bukti yalng vallid daln konsisten ketikal peneliti kemballi ke 

lalpalngaln untuk mengumpulkaln daltal, kesimpulaln yalng disaljikaln aldallalh 

kesimpulaln yalng kredibel.70 

Lalngkalh teralkhir ini merupalkaln lalngkalh penentualn daltal finall 

sebalgali halsil dalri sebualh penelitialn. Dallalm hall ini penulis mengalmbil 

kesimpulaln alkhir dalri daltal lalpalngaln. 

                                                             
70 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, hlm. 170-171. 
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BAlB IV  

KEWENANGAN PEMERINTAlH DAlERAlH DAlLAlM MELINDUNGI  

HAlK PENDIDIKAlN AlNAlK PUNK DI KAlBUPAlTEN BAlNYUMAlS  

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF 

 

A. Galmbalraln Umum Pemerintalh Dalera lh Kalbupalten Balnyumals 

Dinals Sosiall merupalkaln instalnsi yalng membalntu Pemerintalh Daleralh 

dallalm menjallalnkaln tugalsnyal sesuali dengaln bidalngnyal. Dinals Sosiall 

merupalkaln sebualh instalnsi dalri pemerintalh daleralh yalng menjaldi sallalh saltu 

lembalgal diperlukaln untuk melalkukaln tugals-tugals pemerintalh di dallalm usalha l 

kesejalhteralaln sosiall, sedangkan Dinas Pendidikan merupakan instansi 

lembaga yang membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya 

yaitu berwenang dalam urusan pendidikan. Tujualn dalri pembalngunaln 

kesejalhteralaln sosiall yalitu terwujudnyal taltal kehidupaln daln penghidupaln yalng 

mungkin untuk setialp walrgal negalral algalr dalpalt mengaldalkaln usalhal daln dalpalt 

memenuhi kebutuhaln hidup, balik individu, kelualrgal, kelompok, daln 

komunitals paldal malsyalralkalt. 

1. Dinals Sosiall Daln Pemberdalyal Malsyalralkalt Daln Desal Kalbupalten 

Balnyumals 

Dinals Sosiall daln Pemberdalyal Malsyalralkalt daln Desal altalu bisal di 

sebut dengaln DINSOSPERMAlDES Kalbupalten Balnyumals di bentuk 

berdalsalrkaln Peralturaln Bupalti Balnyumals Nomor 67 Talhun 2018 Tentalng 

Kedudukaln, Susunaln Orgalnisalsi, Tugals daln Fungsi, Sertal Taltal Kerja l 

Dinals Sosiall daln Pemberdalyal Malsyalralkalt daln Desal Kalbupalten 
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Balnyumals jo. Peralturaln Bupalti Nomor 62 Talhun 2019 Tentalng 

Perubalhaln Peralturaln Bupalti Nomor 67 Talhun 2018 Tentalng Kedudukaln, 

Susunaln Orgalnisalsi, Tugals daln Fungsi, Sertal Taltal Kerjal Dinals Sosiall daln 

Pemberdalyal Malsyalralkalt daln Desal Kalbupalten Balnyumals.  

Dinals Sosiall daln Pemberdalyal Malsyalralkalt daln Desal bertempalt 

altalu berallalmalt di Jl. Pemudal No. 24, Desal Kober, Kecalmaltaln Purwokerto 

Balralt, Kalbupalten Balnyumals, Provinsi Jalwal Tengalh.71 

a. Visi Misi Dinals Sosiall Daln Pemberdalyal Malsyalralkalt Daln Desal 

Kalbupalten Balnyumals 

Visi Dinals Sosiall daln PERMAlDES Balnyumals aldallalh 

mewujudkaln kesejalhteralaln sosiall daln malsyalralkalt dengaln menjaldi 

saltualn orgalnisalsi teknis yalng malmpu mendukung setialp kebijalkaln 

pemerintalh daleralh di bidalng sosiall daln pemberdalyalaln malsyalralkalt 

gunal mewujudkaln kesejalhteralaln sosiall daln kemalndirialn malsyalralkalt 

desal. 

Misi dalri Dinals Sosiall daln PERMAlDES Kalbupalten 

Balnyumals yalitu : 

1) Meningkaltkaln penalngalnaln penyalndalng malsallalh kesejalhteralaln 

sosiall. 

2) Meningkaltkaln pemberdalyalaln sosiall daln kesetialkalwalnaln sosiall. 

                                                             
71 Anonim, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas diakses melalui   

https://dinsospermades.banyumaskab.go.id Pada 23 Desember 2021. 

 

https://dinsospermades.banyumaskab.go.id/
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3) Meningkaltkaln pelalyalnaln perlindungaln, jalminaln daln rehalbilitalsi 

sosiall. 

4) Meningkaltkaln budalyal gotong royong daln ketalngguhaln ekonomi 

malsyalralkalt desal. 

5) Meningkaltkaln pemberdalyalaln daln pembalngunaln malsyalralkalt di 

kalwalsaln perdesalaln. 

6) Meningkaltkaln pengembalngaln kalpalsitals malsyalralkalt desal daln 

lembalgal kemalsyalralkaltaln desal.72 

b. Tugals Daln Fungsi Dinals Sosiall Daln Pemberdalyal Malsyalralkalt Daln 

Desal Kalbupalten Balnyumals 

Dallalm Peralturaln Bupalti Balnyumals Nomor 67 Talhun 2018 

Palsall 4 menyebutkaln balhwal Dinals Sosiall daln Pemberdalyalaln 

Malsyalralkalt daln Desal mempunyali fungsi: 

1) Perumusaln kebijalkaln teknis kesekretalrialtaln daln urusaln 

pemerintalh bidalng sosiall, pemberdalyal malsyalralkalt daln desal yalng 

menjaldi kewenalngaln daleralh, daln tugals pembalntualn yalng 

diberikaln kepallal daleralh. 

2) Pelalksalnalaln kebijalkaln kesekretalrialtaln daln urusaln pemerintalhaln 

bidalng sosiall, pemberdalyalaln malsyalralkalt daln desal yalng menjaldi 

kewenalngaln daleralh, daln tugals pembalntualn yalng diberikaln kepallal 

daleralh. 

                                                             
72 Anonim, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas diakses melalui  

https://dinsospermades.banyumaskab.go.id Pada 23 Desember 2021. 

https://dinsospermades.banyumaskab.go.id/
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3) Pelalksalnalaln evallualsi sertal pelalporaln kesekretalrialtaln daln urusaln 

pemerintalh bidalng sosiall, pemberdalyalaln malsyalralkalt daln desal 

yalng menjaldi kewenalngaln daleralh, daln tugals pembalntualn yalng 

diberikaln kepallal daleralh. 

4) Pelalksalnalaln aldministralsi kesekretalrialtaln daln urusaln 

pemerintalhaln bidalng sosiall, pemberdalyalaln malsyalralkalt daln desal 

yalng menjaldi kewenalngaln daleralh, daln tugals pembalntualn yalng 

diberikaln kepallal daleralh. 

5) Pelalksalnalaln fungsi kedinalsaln lalin yalng diberikaln oleh Bupalti 

sesuali dengaln tugals daln fungsinyal.73 

Sebalgali pemerintalhaln daeralh yalng mempunyali wewenalng dallalm 

menalngalni malsallalh sosiall, dinas sosiall bertanggung jawab akan 

penertiban anak punk daln pengalwals seluruh progralm dallalm pembinaaln 

alnalk punk, sebagai bentuk dari pemenuhan perlindungan yang dinas sosial 

Kabupaten Banyumas untuk anak punk.74  

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 

Dinas Pendidikan bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75, 

Karangbawang, Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, 

Kabupaten Banyumas. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dibentuk oleh Peraturan 

Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

                                                             
73 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018  Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdaya Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Banyumas. 
74 Andi Wahyudi, “Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota 

Makassar”, Skripsi (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), hlm.26 
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Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banyumas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan, dengan mempunyai Tugas dan Fungsi 

sebagai berikut: 

a. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 

1) Perumusan kebijakan teknis kesektariatan, bidang pendidikan, 

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Kabupaten. 

2) Pelaksanaan kebijakan kesektariatan, bidang pendidikan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada Kabupaten. 

3) Pelaksana administrasi kesektariatan, bidang pendidikan, yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada Kabupaten. 

4) Evaluasi dan pelapor kesektariatan, bidang pendidikan, yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada Kabupaten. 

5) Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya.75 

 

                                                             
75 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 
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B. Kewenangan  Pemerintalh Kalbupalten Balnyumals Dallalm Melindungi Halk 

Pendidikaln Balgi Alnalk Punk 

Di dallalm negalral-negalral dunial, balik tergolong dallalm negalral malju, 

malupun berkembalng malkal setialp walrgalnyal palsti membutuhkaln pendidikaln, 

kalrenal pendidikaln aldallalh menjaldi sualtu sumber utalmal sertal tolalk ukur yalng 

menjaldi sualtu negalral tersebut dalpalt mensejalhteralkaln ralkyaltnyal, dalpalt 

melindungi daln memenuhi segallal kebutuhaln walrgalnyal dengaln cukup altalu 

tidalk.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan tindakan terkait 

dalam kewenangannya untuk melindungi hak pendidikan anak punk, yaitu 

Dinas Sosial yang merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam 

menangani anak punk dallalm tindalkaln untuk menertibkan anak punk, Dinas 

Pendidikan yang merupakan lembaga dalam wewenangnya terhadap hak 

pendidikan anak. Penertibaln alnalk punk di Kalbupalten Balnyumals dilalkukaln 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyumas sebagai kewenangannya untuk 

menguralngi alnalk punk yalng tidalk bersekolalh kalrenal lebih memilih hidup di 

jallaln. Dengan adanya Peralturaln Daleralh Kalbupalten Balnyumals Nomor 16 

Talhun 2015 Tentalng Penanggulangan Penyalkit Malsyalralkalt dijelalskaln dallalm 

penertibaln altalu menalnggulalngi alnalk jallalnaln dengaln calral yalng teralralh, 

terpaldu daln berkelalnjutaln oleh Pemerintalh Daleralh daln Malsyalralkalt, daln 

penalnggulalngalnnyal dilalksalnalkaln dallalm bentuk usalhal seperti: preventif, 

represif, rehabilitati dan bimbingan lanjutan. 
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Paldal walwalncalral yalng dilalkukaln oleh peneliti kepaldal Balpalk Budi 

Suhalryalnto selalku kepallal bidalng perlindungaln, jalminaln daln rehalbilitalsi 

sosiall terkalit dengaln penertibaln alnalk punk di Kalbupalten Balnyumals.76 

“Penertibaln yalng dilalkukaln oleh pihalk Dinals Sosiall Kalbupalten 

Balnyumals dengaln saltpol pp yalng merupalkaln sallalh saltu penegalk 

ketertibaln umum, pemerintalh melalkukaln ralzial di sejumlalh titik yalng 

dilalkukaln perbulan untuk menguralngi aldalnyal alnalk punk tersebut. 

Dalri alnalk punk yalng tertalngkalp dilalkukaln pembinalaln oleh pihalk 

pemerintalh, dallalm pembinalaln tersebut merekal alkaln ditalnyali 

mengenali alsalsmen kehidupaln sertal dalri malnal merekal beralsall. Setelalh 

pembinalaln dilalkukaln alnalk punk alkaln di balwal ke tempalt rehalbilitalsi 

ballali saltrial kemesos di balturalden, kalrenal aldal beberalpal dalri mereka l 

yalng mengkonsumsi nalrkobal daln sudalh salmpali dengaln tingkalt 

calndu”. 

 

Di almbil dalri kutipaln dialtals balhwal Dinals Sosiall dallalm penertibaln 

alnalk punk diperlukaln pembinalaln daln perlalkualn khusus untuk mereka,l 

Pemerintalh Daleralh Kalbupalten Balnyumals khususnya Dinas Sosial sudalh 

melakukan kewenangannya sesuali dengaln peralturaln yalng sudalh adal. 

Di balwalh ini merupalkaln daltal alnalk jallalnaln talhun 2021 di wilalyalh 

Balnyumals, dimalnal daltal ini didalpaltkaln paldal Dinals Sosiall Kalbupalten 

Balnyumals, daltal ini mengalrtikaln balhwal paldal salalt ini ketertibaln yalng 

dilalkukaln pemerintalh daleralh sudalh terlalksalnal sepenuhnya dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, penertibaln dilalkukaln untuk menguralngi komunitals 

altalu kelompok alnalk punk yalng beraldal di jallalnaln,  jikal malsih balnyalk alnalk 

punk yalng berkelialraln di jallaln yang beralrti kewenangan pemerintalh daerah 

Kabupaten Banyumas dallalm penertiban anak punk halk sudah terlalksana akan 

                                                             
76 Wawancara Dengan Bapak Budi Suharyanto Selaku Ketua Bidang  Perlindungan, 

Jaminan Dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Banyumas Pada 7 Desember 2021. 
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tetapi kurang efesien. Berikut daltal alnalk jallalnaln yalng terkenal ralzial palda 

talhun 2021 sebalgali berikut: 

Talbel 1 Daltal Alnalk Jallalnaln 2021 Kalbupalten Balnyumals 

NO NalMAl UMUR AlLAlMAlT 

1 Kholisalroh 16 talhun Desal Jingkalng, 

Kec. Aljibalralng, Kalb. 

Balnyumals 

2 Laleliyalh 11 talhun Desal Jingkalng,  

Kec. Aljibalralng, Kalb. 

Balnyumals 

3 Muhlis Risalnto 17 talhun Desal Cipete, 

Kec. Cilongok, Kalb. 

Balnyumals 

4 Tri Lestalri 12 talhun Desal Kralcalk, 

Kec. Aljibalralng, Kalb. 

Balnyumals 

5 Uki Faltoni 16 talhun Desal Salwalngaln Wetaln, 

Kec. Paltikraljal, Kalb. 

Balnyumals 

6 Falirus Algustin Aligals 18 talhun Desal Palgeralji, Kec. 

Cilongok, Kalb. Balnyumals  

7 Naldial Li Zulfal 11 talhun Desal Sidalmulyal, Kec. 

Sidalrejal, Kalb.Balnyumals 

8 Aldityal Balgus Walrdalnal 19 talhun Desal Menutur, Kec.  

Ploso 

9 Faluzaln Vedal Putral 18 talhun Desal Alrcalwinalngun, Kec. 

Purwokerto Timur, Kalb. 

Balnyumals 

10 Imalm Salefullalh 16 talhun Desal Balntualnten, Kec. 

Cilongok, Kalb. Balnyumals 

11 Albdulralhmaln All Ghifalri 14 talhun Desal Sidalngsalri, Kec. 

Maljenalng, Kalb. Cilalcalp 

12 Nalbil Faluzaln 15 talhun Desal Selis, Kec. 

Maljenalng, Kalb. Cilalcalp 

13 Boy Alndre Sugondo 16 talhun Desal Cigobalng, Kec. 

Maljenalng, Kalb. Cilalcalp 

14 Ibnu Nugralhal 17 talhun Desal Salsalgalraln, Kec. 

Lalngensalri, Kalb. Balnjalr 

15 Ismal Walrdalnal 18 talhun Desal Muktisalri, Kec. 

Lalngensalri, Kalb. Balnjalr 

16 Muhalmmald Ridho 12 talhun Desal ulur, Kec. Lalngen 

Salri, Kalb. Balnjalr 
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17 Khalidalr 13 talhun Desal Sidalngsalri, Kec. 

Maljenalng, Kalb. Cilalcalp 

18 Fialn Al 14 talhun Desal Palmijen, Kec. 

Balturalden, Kalb. 

Balnyumals 

19 Rizky Malulalnal 11 talhun Desal Grendeng, Kec. 

Purwokerto Utalral, Kalb. 

Balnyumals 

20 Rino Kurnialwaln 14 talhun Desal Susukaln, 

Kec.Sumbalng, Kalb. 

Balnyumals 

21 Gusti Purnomo 15 talhun Desal Kalralngklesem, Kec. 

Purwokerto Selaltaln, Kalb. 

Balnyumals 

22 Halri Ralmaldhaln 13 talhun Kec. Sumbalng, Kalb. 

Balnyumals 

23 Alrif Salalputro 12 talhun Desal Dukuh Balndong, 

Kalb. Balnyumals 

24 Toni Yoes Lalryson 13 talhun Kec. Subalng, Kalb. Bogor 

25 Talmalral Sulistialni 12 talhun Desal Pegallongaln, Kec. 

Paltikraljal, Kalb. Balnyumals 

26 Melisal Rizky Alprialni 13 talhun Desal Siralu, Kec. 

Kemralnjen, Kalb. 

Balnyumals 

27 Semal Alrini Musbital 16 talhun Desal Kallisalri, Kec. 

Cilongok, Kalb. Balnyumals 

28 Pimal Nur Salfitri 14 talhun Desal Kalralngnalnals, Kec. 

Sokalraljal, Kalb. Balnyumals 

29 Restu Juni 13 talhun Kalmpung Sri Ralhalyu, 

Kalralngklesem 

30 Mrs. X Cilalcalp 19 talhun Kalb. Cilalcalp 

 

Pemerintalh paldal dalsalrnyal memiliki kewenalngaln dallalm 

melalksalnalkaln pengalwalsaln dallalm memberikaln perlindungaln halk pendidikaln 

terhaldalp alnalk, selalin itu pemerintalh jugal bertalnggungjalwalb dallalm 

menyedialkaln salralnal daln pralsalralnal pendidikaln dallalm ralngkal menunjalng 

proses belaljalr mengaljalr. Pemerintalh Daleralh juga mempunyai kewaljibaln daln 

bertalnggung jalwalb untuk menghormalti dan melindungi pemenuhaln halk alnalk 
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talnpal membedalkaln suku, algalmal, rals, golongaln, jenis kelalmin, etnik, budalya l 

daln balhalsal, staltus hukum, urutaln kelalhiraln, daln kondisi fisik altalu mentall.77 

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merupakan lembaga 

yang menjalmin pemenuhaln halk alnalk pemerintalh berkewaljibaln dallalm 

memenuhi, melindungi daln menghormalti halk alnalk daln merumuskaln dallalm 

melalksalnalkaln kebijalkaln pemenuhaln halk alnalk. 

Undalng-Undalng menegalskaln alkaln pentingnyal pendidikaln di 

kehidupaln ini, bukaln halnyal kesaldalraln dalri palral oralngtual, pemerintalh sertal 

negalral tetalpi kesaldalraln dalri malsing-malsing individu jugal salngalt 

berpengalruh untuk tercalpalialnnyal cital-cital negalral untuk mencerdalskaln 

kehidupaln balngsal daln memaljukaln balngsal. Dalla lm proses penyelenggalralaln 

pendidikaln di Indonesial, kewaljibaln negalral daln pemerintalh dallalm pemenuhaln 

halk altals pendidikaln dalsalr tersebut dialtur dalla lm Undalng-Undalng Dalsalr 

Negalral Republik Indonesial Talhun 1945 daln beberalpal Peralturaln Perundalng-

undalngaln lalinnyal yalng berkalitaln dengaln pemenuhaln halk altals pendidikaln. Di 

Kabupaten Banyumas sudah dikeluarkannya Peralturaln Daleralh Nomor 1 

Talhun 2021 Tentalng Penyelenggalralaln Perlindungaln Alnalk, palsall 5 di 

jelalskaln balhwal penyelenggalralaln perlindungaln alnalk meliputi pemenuhaln 

halk-halk alnalk meliputi hak pendidikan sebalgalimalnal dimalksud dallalm palsall 4 

huruf a.  

Walwalncalral yalng dilalkukaln oleh penulis kepaldal Dinas Pendidikan 

Kabupaten Balnyumals yaitu kepada Bapak Muhamad Robani  selaku kepala 

                                                             
77 Darmini Roza, dan Laurensius Arliman S, “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam 

Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Jilid 47, No.1, Januari 2018, Diakses melalui 

https://ejournal.undip.ac.id pada 20 Mei 2022,  hlm. 2. 

https://ejournal.undip.ac.id/
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Kasi dan Kusikulum SD terkait dengan pemenuhan pendidikan anak punk 

yang berada di kabupaten Banyumas  

“Dinas Pendidikan sendiri sudah menyediakan sarana dan prasarana 

untuk mereka, untuk kurikulum pengajarannya berbeda dari kurikulum 

sekolah dasar pada umumnya. Anak punk bisa melanjutkan 

pendidikannya akan tetapi harus menyertakan sampai dimana rapot 

terakhir dari sekolah umum, misalnya sekolah dasar kelas 4 di 

semester 1, maupun jenjang SMP pun harus memperlihatkan rapot 

terakhirnya agar pemerintah tau bentuk pengajaran seperti apa yang 

harus diberikan kepada mereka”. 

 

Dan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Robani selaku Sekretaris 

Bidang Kesetaraan Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD dan Pendidikan 

Masyarakat78 yang mengetahui akan bentuk dari kewenangan dinas 

pendidikan Kabupaten Banyumas dalam pemenuhan hak pendidikan 

”Di kabupaten Banyumas sudah menyediakan sarana serta prasarana 

untuk permasalah pendidikan bagi anak khusus yang merupakan anak 

punk juga masuk mba, kami menyediakan sekolah alam yang berada di 

2 kecamatan yaitu Baturaden dan Kedungbanten,  SKB (Sanggar 

Kegiatan Belajar), dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), 

yang berada di 3 Kecamatan yaitu Purwokerto, Baturaden dan 

Kalibagor, dan kejar paket akan tetapi sekolah ini diberlakukan untuk 

anak punk yang benar-benar sudah tidak memiliki orang tua, jika 

masih maka anak punk di sekolahkan di PKBM (Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat) terdekat, mereka tidak diharuskan untuk belajar 

secara formal tetapi ada pula kegiatan sesuai dengan bakat dan 

minatnya” 

 

Dalri walwalncalral tersebut dalpalt mengalmbil kesimpulaln balhwal dallalm 

pelalksalnalalnnyal pemerintalh daerah Kalbupalten Balnyumals terhaldalp 

pemenuhaln halk pendidikaln balgi alnalk punk sudah terlalksalnal oleh 

                                                             
78 Wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, pada 29 Juni 2022.  
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pemerintalh, serta sudah tersedianya salralnal pralsalralna untuk anak punk yaitu 

Sekolah Alam yang berada di Baturaden dan Kedungbanteng, SKB (Sanggar 

Kegiatan Belajar), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) yang berada di 

kecamatan Purwokerto, Kalibagor dan Baturaden dan kejar paket. Dalam 

permasalah pemenuhan hak pendidikan pihak Pemerintah Daerah sudah 

melaksanakan kewenangannya sesuali dengaln Undang-Undang dan peralturaln 

daerah kabupaten Banyumas.  

Perlindungaln alnalk punk tidalk cukup dengaln aldalnyal ketersediaaln 

peralturaln, jalbaltaln daln palrtisipalsi dalri lingkungaln malsyalralkalt. Perlindungaln 

alnalk jugal sualtu kegialtaln dallalm menjalmin daln melindungi halk-halk alnalk. 

Nalmun negalral dallalm hall ini yalitu pemerintalh besertal dengaln malsyalralkalt 

dalpalt menyedialkaln falsilitals untuk memberikaln rualng kepaldal alnalk punk 

dallalm memperoleh pendidikaln, falsilitals pendidikaln merupalkaln falsilitals yalng 

salngalt diperlukaln oleh setialp alnalk begitupulal dengaln alnalk punk. 

Talnggung jalwalb perlindungaln terhadalp halk pendidikaln alnalk 

merupalkaln tingkaltaln tugals dalri kementrialn pendidikaln yalng secalral 

kementrialn balhwal memiliki talnggungjalwalb dallalm pengelolalaln sistem 

pendidikaln nalsionall, sebalgali wujud dalri talnggung jalwalb kementrialn 

terhaldalp alnalk dallalm memperoleh pendidikaln. Hubungalnnyal dengaln 

pemerintalh daleralh aldallalh pemerintalh daleralh mempunyali talnggungjalwalb 
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dallalm pengaldalaln, pemelihalralaln, penyedialaln salralnal daln pralsalralnal, sertal 

penyedialaln talnalk lokalsi untuk dibalngunnyal sekolalh.79 

Pembinalaln yalng dilalkukaln oleh pemerintalh yaitu Dinas Sosial 

merupalkaln sallalh saltu bentuk balhwal pemerintalh melalkukaln wewenalngnyal 

dallalm melindungi halk alnalk, kalrenal pembinalaln jugal merupalkaln sallalh saltu 

bentuk kewenanganl yalng dila lkukaln oleh pemerintalh untuk melindungi daln 

memenuhi halk alnalk. 

Alnalk punk jugal mempunyali halk dalri alpal yalng merekal inginkaln, 

malkal dalri itu dalri pihalk dinals sosial setelalh di lalkukalnnyal pembina laln malkal 

alnalk punk alkaln di talnyali terkalit keinginaln mereka. Alnalk punk merupalkaln 

sualtu kelompok dimalnal tidalk aldal baltalsaln umur, dalri balnyalknyal alnalk punk 

di Balnyumals aldal jugal yalng malsih berusial 15 talhun. Alnalk yalng dimalnal yalng 

sehalrusnyal mendalpaltkaln pendidikaln sertal perhaltialn dalri kedual oralngtualnyal, 

alkaln tetalpi dial memilih hidup di jallalnaln. Dibawah ini dapat dilihat tabel anak 

punk yang dijumpai penulis saat melakukan wawancara dan observasi untuk 

mengetahui faktor penyebab mereka memilih hidup di jalan serta bagaimana 

kehidupan mereka saat dijalan. 

Ta lbel 2 Alna lk Punk di Ka lbupalten Ba lnyuma ls Ya lng Diwa lwa lnca lra li oleh Penulis  

NO NalMAl UMUR AlLAlMAlT 

1 Falthur 17 Talhun Purwokerto 

2 Alndikal 18 Talhun Purwokerto 

3 Ferli 18 Talhun Buntu 

4 Tialral 17 Talhun Kebalsen 

5 Lital 16 Talhun Cilalcalp 

6 Faliz 17 Talhun Balnjalrnegalral 

                                                             
79  Andi Muhammad Sofyan, dkk, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Jalanan Pada 

Bidang Pendidikan”, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni, 2017, hlm. 75-76. 
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7 Yalsin 16 Talhun Balnjalrnegalral 

8 Reval 14 Talhun Sumpiuh 

9 Firmaln 14 Talhun Sumpiuh 

 

Paldal walwalncalral yalng dilalkukaln penulis paldal alnalk punk bernalmal 

Falthur yalng beralsall dalri Purwokerto dengaln usial 18 Talhun. Falthur dijumpali 

oleh penulis di Perempaltaln Talnjung, Purwokerto Selaltaln terkalit dengaln 

mengapa dia memilih berada di jalanan.80 

 “Salyal memilih untuk hidup dijallaln kalrenal salyal ingin meralsalkaln 

kehidupaln yalng bebals, kegialtaln kalmi setialp halri yalitu mengalmen 

untuk mencalri ualng algalr kalmi bisal malkaln, berpindalh-pindalh tempalt 

algalr dalpalt pengallalmaln daln temaln balnyalk. Saat kital terkenal ralzial kital 

dibalwal ke kalntor Dinals Sosiall daln diberikaln pembinalaln alkhlalk 

kemudialn kital dibebalskaln untuk pulalng, akan tetapi karena kita 

senang dan merasa nyaman berada di jalanan kita kembali lagi ke 

jalanan deh”. 

Dapat diuraikan hasil penelitian diatas baik wawancara atau observasi 

yang telah dilakukan oleh penulis, sudah dilakukannya kewenangan dari 

pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam melindungi hak pendidikan 

anak punk, untuk penertiban yang menjadi kewenangan Dinas Sosial 

Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi 

belum efesien karena masih terdapat anak punk yang berkeliaran dijalanan. 

Pemerintalh dallalm mengaltalsi kendallal-kendallal sallalh saltunyal dengaln 

disusunnyal rencalnal Depdiknals talhun 2005-2009 yalng dinilali telalh 

mengalkomodalsikaln keinginaln daln alspiralsi walrgal negalral dallalm dunia l 

pendidikaln, yalkni dengaln memilalh jallur pendidikaln menjaldi 2 (dual) jallur 

pendidikaln formall malndiri yalng diperuntukaln untuk walrgal negalral yalng 

                                                             
80 Wawancara Dengan Fathur Anak Punk di Perempatan Tanjung, Purwokerto Selatan 

Kabupaten Banyumas, Pada 14 Februari 2022. 
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malmpu balik secalral ekonomi malupun alkaldemik daln jallur pendidikaln formall 

stalndalr diperuntukaln balgi walrgal negalral yalng kuralng malmpu ekonomi 

malupun kemalmpualn alkaldemik yalng bialsal-bialsal saljal sertal pendidikaln 

dialralhkaln untuk membekalli siswal dengaln berbalgali keteralmpilaln.81 

Pemerintalh pusalt daln pemerintalh daleralh waljib memberikaln lalyalnaln daln 

kemudalhaln sertal menjalmin terselenggalralnyal pendidikaln yalng bermutu balgi 

walrgal negalral talnpal diskriminalsi.  

Perlindungaln alnalk mengalcu paldal persalmalaln dallalm pemalhalmaln 

balhwal perlindungaln alnalk halrus dimulali sejalk dini daln terus menerus. 

Perlindungaln terhaldalp alnalk aldallalh sualtu perjualngaln yalng membutuhkaln 

sumbalgaln dalri semual pihalk untuk semual tingkaltaln.  Malkal dalri pemerintalh 

daleralh berkewaljibaln daln bertalnggung jalwalb untuk dalpalt menghormalti altals 

pemenuhaln halk alnalk. Perlindungaln halk alnalk salngalt diperlukaln, alnalk halrus 

dilindungi algalr tidalk menjaldi korbaln tindalkaln alpal saljal balik oleh oralng lalin 

altalupun dallalm lingkungaln kelualrgal. 

C. Tinjalualn Hukum Positif Terhaldalp Kewenangan Pemerintalh Daleralh 

dallalm Melindungi Halk Pendidikaln Alnalk Punk Di Kalbupalten 

Balnyumals 

Dallalm hukum positif, pendidikaln merupalkaln sallalh saltu halk yalng 

palling alsalsi yalng halrus dimiliki oleh setialp oralng. Sualtu pendidikaln yalng 

balik alkaln menciptalkaln sumber dalyal malnusial yalng memiliki kompetensi 

tinggi dallalm menjalwalb eral globallisalsi yalng penuh dengaln talntalngaln daln 

                                                             
81 Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”, diakses 

melalui https://media.neliti.com pada 23 Februari 2022. 

https://media.neliti.com/
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kompetisi. Pendidikaln merupalkaln sallalh saltu halk yalng menjaldi pilalr yalng 

halrus dipenuhi oleh Pemerintalh Daleralh Balnyumals untuk dalpalt mencalpali 

kesejalhteralaln ralkyalt. 

Sebalgali sebualh halk yalng halkiki, pengalturaln mengenali halk altals 

pendidikaln dialtur dallalm Undalng-Undalng Dalsalr palsall 31 Talhun 1945 paldal 

alyalt (1) balhwal “Setialp walrgal negalral berhalk alkaln mendalpaltkaln pendidikaln”. 

Melallui pembukalaln Undalng-Undalng Dalsalr Republik Indonesial Talhun 1945, 

balngsal Indonesial menyaltalkaln cital-cital luhurnyal untuk membentuk sualtu 

pemerintalhaln negalral Indonesial yalng malmpu melindungi segenalp balngsa l 

Indonesial, pendidikaln merupalkaln pintu alwall untuk terciptalnyal penerus 

balngsal yalng lebih balik daln membalwal balngsal Indonesial kealralh yalng malju. 

Daln oleh kalrenal itu paldal Undalng-Undalng di sebutkaln balhwal: “Setialp walrgal 

negalral mempunyali halk yalng salmal untuk memperoleh pendidikaln yalng 

bermutu”, dengaln keberaldalalnnyal 9 (sembilaln) alnalk punk di wilalyalh 

Kalbupalten Balnyumals yalng dijumpali oleh penulis balhwal terdalpalt alnalk yalng 

putus sekolalh meskipun sudalh berlalkunya l Undalng-Undalng di Indonesial, 

malsing-malsing dalri merekal sudalh tidalk bersekolalh, pendidikalnnya l halnyal 

salmpali pendidikaln dalsalr, sehalrusnyal usial merekal mendalpaltkaln halknya l 

untuk  mendalpaltkaln pendidikaln.  

Dallalm palsall 5 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2003 

tentalng Sistem Pendidikaln Nalsionall dinyaltalkaln untuk semual walrgal negalral 

mempunyali halk untuk memperoleh pendidikaln, kaltal “setialp walrgal” bisa l 

dialrtikaln balhwal alnalk merupalkaln setialp walrgal negalral yalng berhalk untuk 
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memperoleh pendidikaln begitupun dengaln alnalk punk yalng berhalk 

memperoleh pendidikaln dengaln balkalt daln minaltnyal. 

Daln paldal palsall 6 Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2003 tentalng 

Sistem Pendidikaln Nalsionall, balhwal “Setialp walrgal negalral berusial tujuh 

salmpali dengaln limal belals talhun waljib mengikuti pendidikaln dalsalr”.82 Usial 2 

alnalk punk yalng beraldal di lalpalngaln salalt penulis temui di allun-allun 

Kalbupalten Balnyumals, berusial 14 talhun, merekal sudalh tidalk mengikuti altalu 

menempuh pendidikaln sekolalh jenjang selanjutnya, hall ini bisal dialrtikaln 

balhwal waljib mengikuti pendidikaln dalsalr untuk alnalk usial tujuh salmpali 

limalbelals talhun sudah terlalksalnal meskipun belum memenuhi untuk sembilan 

tahun belajar l, paldal dalsalrnyal dallalm palsall 6 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 

2003 tentalng Sistem Pendidikaln Nalsionall menjaldi lalndalsaln balhwal 

perlindungaln untuk halk pendidikaln yalng halrus didalpaltkaln oleh alnalk yalng 

berusial tujuh salmpali limalbelals talhun, berhalk mendalpaltkaln pendidikaln dalsalr 

dengaln talnpal terkecualli yalitu alnalk punk. Pemerintalh pusalt altalu pemerintalh 

daleralh menjalmin terselenggalralnyal waljib belaljalr, minimall pendidikaln dalsalr 

talnpal dipungut bialyal, kalrenal waljib belaljalr aldallalh talnggung jalwalb negalral 

yalng diselenggalralkaln oleh pemerintalh, pemerintalh daleralh, daln malsyalralkalt.  

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pasal Dallalm 

Peralturaln Daleralh Nomor 1 Talhun 2021 Tentalng Penyelenggalralaln 

Perlindungaln Alnalk, palsall 5 dijela lskaln balhwal penyelenggalralaln perlindungaln 

                                                             
82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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alnalk meliputi pemenuhaln halk-halk alnalk sebalgalimalnal dimalksud dallalm palsall 

4 huruf al yalitu: 

a. Hak Kebebasan 

b. Halk lingkungaln kelualrgal daln pengalsuhaln allternaltif. 

c. Halk kesehaltaln dalsalr daln kesejalhteralaln. 

d. Halk altals pendidikaln, pemalnfalaltaln walktu lua lng daln kegialtaln seni 

budalyal. 

e. Halk perlindungaln khusus.83 

Yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banyumas wajib 

untuk memberikan penyelenggaraan perlindungan atas pemenuhan hak yaitu 

hak pendidikan, karena pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangannya. Talnggungjalwalb pemerintalh terhaldalp dunial pendidikaln 

sehalrusnyal menjaldi sebualh kewaljibaln yalng dialplikalsikaln dengaln 

memberikaln keperlualn untuk dalsalr sekolalh, pendidikaln merupalkaln sallalh 

saltu falktor yalng palling mendalsalr di dallalm siklus kehidupaln malnusial dalri 

mulali lalhir hinggal alkhir halyalt. Pendidikaln merupalkaln sallalh saltu upalyal yalng 

dilalkukaln untuk mencerdalskaln kehidupaln balngsal daln mengembalngkaln 

walrgal Indonesial. Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan 

bahwa 2 (dua) dari 9 (sembilan) anak punk tersebut berusia 14 tahun sudah 

tidak bersekolah dan tidak sampai taraf sekolah menengah pertama, hal ini 

menegaskan bahwa hak pendidikan sudah didapat oleh anak punk meskipun 

                                                             
83 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak 
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pada dasarnya wajib belajar sembilan tahun mereka berhak mendapatkan 

pendidikan. Kabupaten Banyumas sudah memberikan bentuk sarana dan 

prasarana yang sangat memadai dengan adanya Sekolah Alam, Sanggar 

Kegiatan Belajar, Pelatihan Kegiatan Belajar Mengajar dan Kejar Paket 

membantu anak punk untuk mendapatkan haknya, meskipun pada dasarnya 

masih banyak anak punk yang berkeliaran di jalanan tetapi pemerintah daerah 

sudah memberikan dan memadai hak pendidikan mereka. 

Halk untuk memperoleh pendidika ln dalsalr aldallalh halk setialp walrgal 

negalral sebalgalimalnal dialtur dallalm konstitusi daln pemenuhaln terhaldalp halk 

tersebut aldallalh penghalrgalaln besalr balgi halk alsalsi malnusial. Indonesial 

merupalkaln negalral hukum yalng telalh menjalmin daln mengaltur perlindungaln 

hukum terhaldalp halk altals pendidikaln dalsalr balgi walrgal negalral Indonesial yalng 

berumur tujuh salmpali limal belals talhun.84 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 

Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dijelaskan dalam penertiban 

atau menanggulangi anak jalanan dengan cara yang terarah, terpadu dan 

berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dan 

penanggulangannya dilaksanakan dalam bentuk usaha: 

1. Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, 

penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan. 

                                                             
 84 Nadziroh,dkk, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar”, 

Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 4, No. 3, Mei 2018, hlm. 404. 
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2. Represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk operasi 

penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang 

dilaksanakan oleh tim atau petugas yang berwenang. 

3. Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalm bentuk 

bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan ketrampilan 

vokasional dan bimbingan fisik. 

4. Bimbingan Lanjut yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka 

pendampingan petugas sosial kepada pengemis, gelandangan, orang 

terlantar, anak jalanan, peminum berakohol, pelaku perjudian dan 

pelacur.85  

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas terkait dengan 

kewenangan pemerintah daerah yang dalam tugasnya yaitu Dinas Sosial dalam 

penertiban anak punk yang  juga merupakan salah satu bentuk pembinaan 

untuk melindungi anak punk sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di Kabupaten Banyumas, dengan di lakukannya 

represif atau razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang mengartikan bahwa 

penertiban dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 

Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, pasal 15, serta 

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada anak punk yang berada 

di Kabupaten Banyumas bahwa mereka mendapatkan bimbingan mental 

spiritual dan bimbingan ketrampilan atau rehabilitatif. Penertiban dilakukan 

guna mengurangi adanya anak punk yang hidup dijalanan yang menjadi salah 

                                                             
85 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Masyarakat 
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satu faktor putus sekolah karena mereka lebih mementingkan untuk mencari 

uang dan hidup bebas.   

Tingginyal alngkal putus sekolalh untuk tingkalt Sekolalh Dalsalr daln 

Sekolalh Menengalh Pertalmal dimalksud dikalrenalkaln falktor ekonomi, hall ini 

yalng menjaldikaln balnyalknyal oralng tual yalng tidalk mempunyali bialyal untuk 

menyekolalhkaln alnalknyal, sertal balnyalknyal polal pikir yalng kuralng malju yalng 

membualt merekal lebih mementingkaln balgalimalnal bisal mendalpaltkaln 

penghidupaln yalng lalyalk dibalnding memberikaln pendidikaln balgi putral-

putrinyal. Rendalhnyal perhaltialn oralng tual terhaldalp alnalknyal dalpalt disebalbkaln 

kalrenal kondisi ekonomi kelualrgal altalu rendalhnyal pendalpaltaln oralng tual, 

sehinggal perhaltialn oralng tual lebih balnyalk tercuralh paldal upalyal untuk 

memenuhi kebutuhaln kelualrgalnyal, talnpal memikirkaln malsal depaln yalng alkaln 

didalpaltkaln alnalknyal jikal merekal putus sekolalh.86 Generalsi penerus 

dihalralpkaln malmpu mengalntisipalsi halri depaln merekal yalng senalntialsal 

merubalh daln selallu terkalit dengaln merekal yalng senalntialsal merubalh daln 

selallu terkalit dengaln konteks dinalmikal budalyal, balngsal, negalral, daln 

hubungaln internalsionall. Pendidikaln merupalkaln alspek yalng salngalt terpenting 

dallalm pencalpalialn tujualn daln cital-cital sualtu negalral paldal sektor 

pembalngunaln, daln konteks pendidikaln bertujualn mengembalngkaln polal pikir 

malsyalralkalt yalng difokuskaln untuk setialp generalsi kalrenal dallalm pencalpalialn 

tujualn dalri salsalraln pembalngunaln yalng tercalntum dallalm Palncalsilal daln 

Undalng-Undalng Dalsalr Republik Indonesi Talhun 1945. 

                                                             
86 Ni Ayu Krisna Dewi, dkk, ‘’ Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah 

Usia Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gerokgak Tahun 2012/2013”, Vol. 4, No.1 Tahun 2014, 

hlm. 6. 
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Sesungguhnyal kewenangan  pemerintalh daleralh Kalbupalten Balnyumals 

dallalm perlindungaln alnalk salngaltlalh diperlukaln sekalli, dan hal ini sudah 

terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sudah melaksanakan 

kewenangannya sesuai dengan Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2003 

Tentalng Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dimana l Undalng-Undalng dan Peraturan 

Pemerintah yalng berlalku saalt ini menegaskaln alkaln kewenangan pemerintalh 

daleralh dallalm perlindungaln halk pendidikaln untuk alnalk.   

Pemerintalh Daleralh Kalbupalten Balnyumals halrus bersungguh-sungguh 

dallalm mengelolal perlindungaln halk alnalk, kalrenal pemerintalh dalpalt 

bersentuhaln lalngsung dengaln kehidupaln alnalk yalng sehalrusnyal lebih alktif 

daln lebih kritis untuk menyualralkaln halk-halk alnalk. Kewaljibaln pemerintalh 

dallalm memenuhi daln melindungi halk alnalk dalri pihalk-pihalk yalng nalntinya l 

alkaln merugikaln perkembalngaln halk alnalk dallalm mencalpali kedewalsalalnnyal.  

Sudalh sehalrusnyal pemerintalh daleralh memikirkaln untuk melindungi, 

menjalgal, memalntalu daln mengalwalsi halk alnalk di Kalbupalten Balnyumals. 

Pemerintalh Daleralh Kalbupalten Balnyumals halruslalh mempunyali ralncalngaln 

yalng kualt untuk dalpalt menciptalkaln Kotal Lalyalk Alnalk, kalrenal di Kalbupalten 

Balnyumals salngalt bisal untuk mewujudkaln untuk hall tersebut, di Balnyumals 

jugal salngalt di dukung dengaln balnyalknyal universitals-universitals negeri daln 

universitals swalstal yalng sudalh cukup terkenall algalr dallalm mewujudkaln hall ini 
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perkembalngaln alnalk di Kalbupalten Balnyumals khususnyal alnalk punk alkaln 

dalpalt mendalpaltkaln yalng menjaldi halk merekal. 



 

84 

BAlB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulaln 

1. Kewenangan Pemerintalh Daleralh dallalm menertibkan anak punk di 

Kabupaten Banyumas sudah terlaksana meskipun dalam pembinaan 

penertiban masih kurang efektif karena pada nyatanya masih banyak anak 

punk yang berkeliaran di jalanan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

memberikaln perlindungaln terhaldalp pemenuhan halk pendidikaln alnalk 

punk di Kalbupalten Balnyumals juga sudah terlalksalnal daln berjallaln sesuali 

dengaln peralturaln perundalng-undalngaln, dan peraturan pemerintah yalng 

berlalku salalt ini di negalral Indonesial. Pemerintalh pusalt altalu pemerintalh 

daleralh menjalmin terselenggalralnya l waljib belaljalr, daln memberikaln 

perlindungaln terhaldalp halk alnalk punk sallalh saltunyal yalitu halk pendidikaln. 

Di Kalbupalten Balnyumals dallalm halk pendidikaln oleh pemerintalh untuk 

alnalk punk sudah terlalksalnal secalral malksimall, Dinas Pendidikan yang 

dalam hal ini mempunyai wewenang di bidang pendidikan sudah 

memberikaln falsilitals pendidikaln yaitu Sekolah Alam, Sanggar Kegiatan 

Belajar, Kejar paket dan Pelatihan Kegiatan Belajar Mengajar balgi alnalk 

punk yalng mempunyali malsallalh pendidikaln. Tindalkaln Dinals Sosiall 

sebalgali pelalksalnal dalri Pemerintalh Daleralh dalam masalah kesejahteraan 

sosial yaitu anak punk memberikaln pembinalaln atau penertiban yang 

terencana bagi anak punk disejumlalh titik di Kalbupalten Balnyumals, hall 

tersebut malkal sudah terlihalt bahwa kewenangan yang dilakukan 
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Pemerintah Kabupaten Banyumas secalral konkrit daln nyaltal untuk 

mendorong alnalk punk menjaldi alnalk yalng tidalk putus sekolahl.  

2. Berdalsalrkaln tinjalualn hukum positif kewenangan pemerintalh daleralh 

dallalm melindungi halk pendidikaln alnalk punk di Kalbupalten Balnyumals 

sudah sesuali, paldal dalsalrnyal penyelenggalralaln pemerintalh untuk sistem 

pendidikaln nalsionall balgi alnalk punk dilalksalnalkaln oleh pemerintalh 

daleralh. Merujuk paldal Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2003 tentalng 

Sistem Pendidikaln Nalsionall menjelalskaln balhwal setialp walrgal negalral 

berhalk memperoleh pendidikaln yalng bermutu daln dallalm melindungi 

pemenuhan halk alnalk pemerintalh daleralh sudah terlaksana sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta penertiban anak punk 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas untuk 

mengurangi adanya masalah sosial yaitu anak punk, sudah terlaksana dan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 

16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. 

B. Salraln 

Dallalm pembalhalsaln skripsi aldal beberalpal salraln yalitu: 

1. Untuk pemerintalh dallalm pembinaan penertiban anak punk hendaknya 

lebih di padatkan jadwal razia dan mendapatkan solusi untuk menangani 

anak punk guna mengurangi adanya anak punk yang berada di jalanan 

untuk bersekolah serta menyakinkan mereka sudah adanya program 
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kesejahteraan sosial anak, yang di sediakan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Banyumas. 

2. Paldal pembalcal dihalralpkaln dalpalt meneruskaln penelitialn tentalng 

kewenangan pemerintalh daleralh dallalm melindungi halk pendidikaln alnalk 

punk di kalbupalten Balnyumals. 

C.  Kaltal Penutup  

Dengaln segallal keterbaltalsaln penulis daln altals kemudalhaln dalri Alllalh 

SWT. Penelitialn ini dalpalt terselesalikaln dengaln balik. Penulis salngalt 

berhalralp salraln daln kritik yalng membalngun dalri semual pihalk. Semogal 

penelitialn ini dalpalt memberikaln sumbalngsih balgi ilmu pengetalhualn daln 

malnfalalt balgi pembalcal. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Wawancara kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, yang dilakukan 

dengan Bapak Budi selaku ketua Bidang dengan Instrumen wawancara 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pandangan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas terkait 

dengan anak punk? 

2. Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi 

anak punk? 

3. Apakah sudah ada bentuk regulasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banyumas terkait dengan hak pendidikan anak punk? 

4. Bagaimana cara Perintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam 

melindungi hak pendidikan anak punk? 

Wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Dinas 

Pendidikan untuk melindungi hak pendidikan anak di Kabupaten 

Banyumas, seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Anak? 

2. Bagaimana pemenuhan hak pendididkan apabila dari anak-anak 

tersebut memiliki permasalahan dalam sosial seperti anak punk? 

3. Apakah Dinas Pendidikan menyediakan sarana atau prasarana untuk 

anak punk terkait dengan pendidikan, sebagai pemerintah daerah yang 

memiliki tanggungjawab akan pemenuhan hak pendidikan? 



 

  

 

Wawancara kepada Anak Punk di Kabupaten Banyumas 

1. Apa saja kegiatan yang anak punk lakukan saat di jalanan? 

2. Dimana anak punk tinggal? 

3. Apa yang melatarbelakangi anak punk memilih untuk hidup di jalanan? 

4. Mengapa mereka lebih memilih menjadi anak punk atau anak jalanan 

daripada anak sekolah pada umumnya? 

5. Apakah keluarga anak punk mengetahui bahwa anaknya memilih hidup 

dan bergaul di jalanan?  

 

 

 

 



 

  

 

HASIL WAWANCARA 

 

Hasil wawancara kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas 

1. Anak punk sama saja dengan anak jalanan, dimana mereka berkeliaran di 

pinggiran jalan dengan kelompoknya, anak punk biasa di kenal dengan 

penampilan mereka dan anak punk merupakan anak yang menginginkan 

suatu kebebasan dalam hidupnya, mereka tidak mau untuk diatur dalam 

hidupnya dan menginginkan kebebasan seperti apa yang mereka inginkan. 

2. Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi anak punk 

dengan melakukan penertiban yaitu dilakukannya razia dengan bantuan 

satpol pp selaku penegak ketertiban umum, Dinas Sosial melakukan razia 

dengan di sejumlah titikyang dilakukannya hampir secara rutin. Setelah itu 

pemerintah melakukan suatu pembinaan dengan menanyakan asamen 

kehidupan dan asal kota mereka, pembinaan dilakukan  agar anak punk 

mampu kembali kerumah dan tidak kembali kejalan, selain itu pembinaan 

juga dilakukan kepada anak punk yang mengkonsumsi narkobayang 

selanjutnya mereka dibawa ke rehabilitasi di balai satria kemensos yang 

ada di Baturaden.  

3. Belum ada bentuk regulasi untuk hak pendidikan kepada anak jalanan, 

anak punk dan lainnya, dikarenakan pada saaat pembuatan suatu peraturan 

daerah yang baru maka harus dilakukannya tindakan yang lebih seperti, 

memikirkan dalam hal pro dan kontra yang akan ditimbulkan oleh 



 

  

 

peraturan daerah yang baru dan apabila peraturan itu diberlakukan di 

lingkungan masyarakat. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan untu 

dapat melindungi hak bagi setiap warganya yang salah satunya yaitu hak 

pendidikan, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Banyumas dalam hal ini yaitu rehabilitatif yang artinya pelayanan sosial 

yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan mental 

spiritual, dengan suatu pembekalan secara lisan untuk anak punk lebih 

baik moral dan akhlaknya.  

Hasil Wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 

1. Dinas Pendidikan sudah melakukan dengan semaksimal mungkin untuk 

memenuhi hak anak khususnya hak pendidikan, dengan keterkaitannya 

dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berlaku di 

Kabupaten Banyumas. 

2. Untuk pemenuhan kepada anak punk itu sama, akan tetapi untuk 

pemberian sekolah berbeda dengan anak pada umumnya. Dengan 

kurikulum yang berbeda juga, yang sesuai dengan bakat dan minat. 

3. Untuk sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas 

khususnya Dinas Pendidikan sudah menyediakan hal tersebut dengan 

adanya Sekolah Alam yang berada di 2 Kecamatan yaitu Baturaden dan 

Kalibagor, SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) berada di 3 Kecamtan yaitu 



 

  

 

Purwokerto, Baturaden, dan Kalibagor, PKBM (Pelatihan Kegiatan 

Belajar Mengajar), dan Kejar Paket 

Hasil wawancara dengan Anak Punk 

1. Kegiatan kami saat di jalanan yaitu mengamen untuk membeli makan dan 

kebutuhan lainnya. Kami tidak ingin meminta-minta karena banyak orang 

yang tidak suka dengan kehadiran kami, seringkali mereka memandang 

deari penampilan kami yang kurang baik tapi bukan berarti kami tidak 

ingin dihargai. 

2. Kami tinggal mana saja, dimana tempat itu bisa dijadikan tempat untuk 

tidur, tapi ada saatnya kami juga pulang kerumah. 

3. Sebenarnya kami juga tidak menginginkan hidup dijalanan, berpindah-

pindah tempat seperti saat ini akan tetapi semua itu karena lingkungan 

keluarga kami yang tidak sebaik pada umumnya, kami mempunyai niatan 

untuk ke jalanan karena di dalam keluarga yang seharusnya menjadi 

tempat berlindung kami ternyata menjadi tempat yang paling ingin kita 

jauhi, kedua orangtua yang broken home, ekonomi yang kurang, semua itu 

menjadikan kami untuk ingin hidup bebas dan memilih untuk hidup di 

jalanan dengan bertemu banyak teman-teman dan dunia yang lebih 

nyaman. 

4. Kami ingin juga seperti anak pada umumnya yang bersekolah akan tetapi 

keadaan kami yang tidak dapat melakukan semua itu,  pilihan menjadi 

anak punk juga tidak pernah kami cita-citakan, bersyukurlah kalian yang 

masih bisa bersekolah dan mempunyai lingkungan keluarga yang baik 



 

  

 

tidak seperti kami yang tidak tau bagaimana masa depan yang akan kami 

hadapi kelak. 

5. Untuk kedua orang tua kami tau kalau anaknya menjadi anak jalanan, 

mereka tidak melarang kami dan kami masih tetap pulang kerumah 

walaupun tidak setiap saat atau hari. 
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Gambar 1 Anak Punk di Alun-alun Kabupaten Banyumas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2 Wawancara Dinas Sosial 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Wawancara Anak Punk di Alun-alun Banyumas dan Perempatan Tanjung 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4 Wawancara Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas 


